BAB I11
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebagaimana direpresentasikan dalam judul disertasi, jenis penelitian yang
dipilih sebagai dasar penulisan disertasi ini adalah penelitian kebijakan (policy
research). Untuk itu, terminologi penelitian kebijakan ini terlebih dahulu perlu
dikaji dan dipahami secara tepat. Dalam berbagai literatur, terminologi “penelitian
kebijakan” seringkali dipersamakan dan/atau ditukar-pakai dengan istilah-istilah
“analisis kebijakan” (policy analysis), “evaluasi kebijakan” (policy evaluation),
atau “penelitian evaluasi” (evaluation research). Keempat istilah tersebut
seringkali terkait dengan strategi atau cara-cara untuk menyelesaikan
permasalahan sosial, yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan atau program oleh
suatu instansi pemerintah atau lembaga masyarakat. Sehubungan dengan itu,
untuk memperjelas pemahaman tentang keempat konsep di atas, peneliti berusaha
mengkaji persamaan dan perbedaan keempat pengertian tersebut.

Menurut Patton dan Sawicki (1986: 3), penelitian intensif tentang isu-isu
kebijakan publik seringkali disebut sebagai “studi kebijakan™ (policy study) atau
“penelitian kebijakan” (policy research). Penelitian kebijakan, sebagaimana
penelitian dalam tradisi perguruan tinggi, dilaksanakan sesuai dengan prosedur
umum suatu penelitian ilmiah. Sementara itu Majchrzak (1984: 12)
mengemukakan bahwa meskipun ada beberapa tipe proses penelitian yang dapat
mempengaruhi upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan sosial (seperti
penelitian terapan dan murni), penelitian kebijakan bersifat unik berfokus pada

rekomendasi-rekomendasi yang berorientasi tindakan untuk mengatasi
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permasalahan-permasalahan sosial yang fundamental. Untuk membedakan dengan
jenis penelitian lain, selanjutnya Majchrzak menampilkan empat tipe proses
penelitian berdasarkan fokus dan orientasi tindakan, yakni: riset dasar (basic
research), riset teknis (technical research), penelitian kebijakan (policy research),

dan analisis kebijakan (policy analysis) dalam gambar matriks seperti berikut.

Focus
Technical Fundamental
Low Policy Basic
; . . Analysis Research
Action-orientation
High Technical Policy
Research Research

Gambar 3.1.
Proses Penelitian Permasalahan Sosial
(Majchrzak, 1984: 13).

Berdasarkan paparan matriks tersebut selanjutnya dijelaskan bahwa riset
dasar merujuk kepada penelitian akademik yang menjadi tradisi di lingkungan
program studi di universitas. Riset ini berfokus pada permasalahan fundamental
dengan orientasi tindakan yang rendah. Sementara itu riset teknis mencakup
proyek-proyek yang dirancang untuk memecahkan secara sangat spesifik
permasalahan-permasalahan yang relatif terbatas. Dengan fokus pada
permasalahan teknis, sehingga hasil penelitian teknis ini dapat segera diterapkan,
atau orientasi tindakannya tinggi. Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis
kebijakan adalah kajian tentang proses pembuatan kebijakan (policy analysis is

the studi of policy making process). Proses ini pada umumnya dilakukan oleh
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ilmuwan politik yang berminat pada proses adopsi suatu kebijakan dan
dampaknya. Oleh karena itu fokus dari analisis kebijakan adalah permasalahan
teknis yang rendah orientasi tindakannya.

Dari matriks di atas juga dinyatakan bahwa penelitian kebijakan memiliki
karakteristik sangat berorientasi pada tindakan dan fokus perhatian pada
permasalahan-permasalahan sosial yang fundamental. Sehubungan dengan itu
Majchrzak (1984: 12) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai “... the process
of conducting research on, or analysis of, a fundamental social problem in order
to provide policy makers with pragmatic, action-oriented recommendations for
alleviating the problem”, yang secara bebas dapat diterjemahkan bahwa penelitian
kebijakan adalah proses pelaksanaan penelitian atau analisis tentang permasalahan
sosial yang fundamental, untuk menyediakan bagi para pengambil kebijakan,
rekomendasi-rekomendasi  pragmatis dan berorientasi tindakan dalam
menyelesaikan permasalahan sosial tersebut.

Sementara itu menurut Danim (2000: 23) secara sederhana penelitian
kebijakan dapat didefinisikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk
mendukung kebijakan. Definisi ini pada dasarnya mengacu kepada pendapat
Majchrzak di atas, yakni bahwa penelitian kebijakan berusaha membantu
pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan
rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Oleh
karena sifatnya berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik, maka
yang perlu dihasilkan oleh peneliti kebijakan adalah bukan terletak pada hingga
mana bobot ilmiah sebuah hasil penelitian, tetapi hingga mana hasil penelitian
punya aplikabilitas atau kemamputerapan dalam rangka memecahkan masalah

sosial.
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Adapun Nugroho (2008: 530) menyatakan bahwa: “Penelitian kebijakan
dapat dilakukan pada semua sisi proses kebijakan, namun tidak untuk tujuan
utama rekomendasi kebijakan karena tujuan utamanya adalah verstehen, atau
melakukan pemahaman yang mendalam terhadap suatu kebijakan, dan dapat
dilakukan dalam kurun waktu yang panjang sesuai dengan ketercapaian
‘pemahaman yang mendalam’ tersebut”. Pendapat ini berbeda dari pendapat-
pendapat sebelumnya dalam segi tujuan, yakni penelitian kebijakan dimaksudkan
untuk menemukan pemahaman mendalam, bukan untuk merumuskan
rekomendasi yang beorientasi tindakan praktis.

Dari berbagai pendapat di atas tampak bahwa terdapat kesamaan dalam
memandang penelitian kebijakan sebagai proses penelitian ilmiah, namun berbeda
dalam pandangan tentang tujuannya. Dalam hal ini peneliti sepaham dengan
pendapat bahwa penelitian kebijakan dimaksudkan terutama untuk mengkaji dan
menemukan pemahaman yang mendalam tentang suatu kebijakan. Untuk
mendapatkan pemahaman yang mendalam tersebut diperlukan langkah-langkah
sistematis, yang dalam hal ini terangkum dalam suatu proses penelitian ilmiah.
Suatu penelitian terlalu naif apabila hanya sekedar untuk memperoleh pemahaman
yang mendalam. Hasil-hasil penelitian akan lebih bermakna apabila dapat
memberikan sumbangan terhadap penyelesaian permasalahan sosial. Untuk itu
dari hasil suatu penelitian perlu dikembangkan berbagai implikasi dan/atau
rekomendasi yang dapat diterapkan di masyarakat yang menghadapi
permasalahan tersebut. Dengan demikian para pihak yang berkepentingan
(khususnya pejabat yang berwenang mengambil kebijakan) dapat memanfaatkan
secara langsung atau tidak langsung hasil-hasil penelitian kebijakan. Oleh karena

itu pada dasarnya hasil-hasil penelitian kebijakan juga dapat berisi rekomendasi-
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rekomendasi praktis yang berorientasi tindakan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penelitian kebijakan adalah prosedur penelitian ilmiah yang
berusaha memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu kebijakan, yang
hasil-hasilnya dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi yang berorientasi-
tindakan praktis terkait dengan kebijakan yang bersangkutan.

Istilah kedua yang terkait dengan penelitian kebijakan adalah *“analisis
kebijakan”. Definisi analisis kebijakan, antara lain dikemukakan oleh Dunn
(2004:1) sebagai berikut.

“..an applied discipline which uses multiple methods of inquiry and

argument to produce and transform policy relevant information that may be
utilized in political settings to resolve public problems”.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa analisis kebijakan merupakan ilmu
terapan yang menggunakan beragam metode penemuan dan argumen untuk
menghasilkan dan mengolah informasi kebijakan, yang digunakan dalam latar
politis untuk menyelesaikan masalah-masalah umum. Pengertian ini secara
implisit menunjukkan bahwa informasi kebijakan yang dihasilkan digunakan
untuk mendapatkan legitimasi politis bahwa alternatif yang dipilih dapat
menyelesaikan suatu permasalahan masyarakat. Informasi kebijakan tersebut
diperoleh melalui metode inkuiri tertentu, termasuk metode penelitian. Dengan
demikian analisis kebijakan dapat memanfaatkan penelitian kebijakan sebagai
sarana untuk mendapatkan informasi kebijakan tersebut.

Hal demikian juga dikemukakan oleh Patton dan Sawicki (1986: 17), yang
mengemukakan konsep analisis kebijakan sebagai “the process through which we
identify and evaluate alternative policies or programs that are intended to lessen

or resolve social, economic, or physical problems”; yang dapat diartikan bahwa
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analisis kebijakan adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif-
alternatif kebijakan atau program yang dimaksudkan untuk mengurangi atau
menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, atau fisik. Analisis
kebijakan ini merupakan bagian dari suatu proses perencanaan yang lebih luas,
dimana masalah kebijakan dijabarkan hingga menjadi komponen-komponen atau
bagian-bagian yang perlu dipahami dan dikembangkan, di antaranya mengenai
apa yang perlu dilakukan (Suryadi dan Tilaar, 1993: 45). Dengan pengertian-
pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan
ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi dan
mengevaluasi alternatif-alternatif kebijakan serta memberikan argumentasi yang
memadai sehingga dapat memperoleh legitimasi politis untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan masyarakat. Dengan kata lain, analisis kebijakan
dapat dipandang sebagai perangkat untuk menyusun suatu kebijakan.

Menurut McMillan dan Schumacher (2001: 545), “Policy analysis evaluates
government policies to provide policy makers with pragmatic action-oriented
recommendations”, yang dapat diartikan bahwa analisis kebijakan mengevaluasi
kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menyediakan, bagi para pengambil
kebijakan, rekomendasi-rekomendasi yang berorientasi tindakan pragmatis.
Pengertian ini setidaknya menegaskan kembali bahwa analisis kebijakan
merupakan lebih sebagai perangkat untuk menilai kebijakan guna menyusun
rekomendasi-rekomendasi yang berorientasi tindakan praktis. Oleh karena itu
analisis kebijakan pada dasarnya sama seperti penelitian kebijakan, berupaya
menyediakan rekomendasi-rekomendasi praktis bagi para pengambil kebijakan.

Selanjutnya Patton dan Sawicki (1986: 18) menyatakan bahwa “Policy

analysis can be done before or after the policy has been implemented”, atau
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analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan kebijakan.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh McMillan dan Schumacher (2001: 545)
bahwa:

”Policy analyses focus on: (1) policy formulation, especially deciding which
educational problems to address; (2) implementation of program to carry out

policies; (3) policy revision; and (4) evaluation of policy effectiveness and/or
efficiency”.

Kedua pendapat di atas menegaskan bahwa analisis kebijakan dapat
dilakukan terhadap seluruh tahapan proses kebijakan, bahkan dapat dilakukan
sebelum suatu kebijakan dirumuskan dan setelah kebijakan dilaksanakan.
Pendapat tersebut juga mengindikasikan bahwa analisis kebijakan dapat dilakukan
untuk tujuan perbaikan kebijakan, dan untuk melakukan penilaian efektivitas dan
efisiensi suatu kebijakan. Dengan demikian dari aspek metode dan fokus, analisis
kebijakan pada dasarnya relatif sama dengan penelitan kebijakan. Perbedaannya
terletak pada setting, yakni penelitian kebijakan dilakukan cenderung pada latar
akademis, sedangkan analisis kebijakan berlatar strategis politis.

Penelitian kebijakan atau studi kebijakan ada kalanya dipandang sebagai
bagian dari analisis kebijakan. Pengertian semacam ini tercermin dalam pemikiran
Gordon et al. (Hill, 1993: 5) yang menjelaskan dua konsep yakni “analysis of

policy” dan *“analysis for policy” sebagaimana matriks sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Perbedaan Tujuan Analisis Kebijakan
Analysis for policy Analysis of policy
Policy advocacy Analysis of policy determination
Information for policy Analysis of policy contents
Policy monitoring and evaluation

Sumber: Gordon et al. (Hill, 1993: 5).
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Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbedaan paling jelas dari
berbagai ragam analisis kebijakan dapat dilihat dari tujuan yang dinyatakan
(explicit purpose) dan/atau klien, yang dibedakan menjadi “analisis untuk
kebijakan” dan “analisis tentang kebijakan”. Sebelumnya dalam dikotomi tersebut
terletak kontinum kegiatan antara advokasi kebijakan di satu ujung dan analisis isi
kebijakan di ujung lainnya. Selanjutnya Nugroho (2008: 522-533)
mengembangkan pemikiran di atas dengan mengemukakan peta konseptual

sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Pemilahan Ragam Analisis Kebijakan

Analysis of policy Analysis for policy
Studies of policy contents Policy evaluation
Studies of policy outputs Information for policy making
Studies of policy process Process advocacy
Policy advocacy

Sumber: Nugroho (2008: 526).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelitian kebijakan pada dasarnya tidak
selalu identik dengan analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan. Analisis tentang
kebijakan (analysis of policy) dapat berbentuk, pertama, penelitian tentang isi
kebijakan yang umumnya menggunakan metode analisis isi (contents analysis)
baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kedua, penelitian tentang output
kebijakan yang dilakukan dalam bentuk kajian tentang hasil kebijakan. Ketiga,
penelitian tentang proses kebijakan berkenaan dengan bagaimana kebijakan
dibentuk dan dilaksanakan dalam suatu lingkungan kebijakan. Sementara itu
analisis untuk kebijakan (analysis for policy) dapat dipahami dalam empat bentuk,

yakni: a) evaluasi kebijakan untuk mengetahui dampak suatu kebijakan, b)
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penyediaan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan, c) pemberian nasehat
atau advis berkenaan dengan implementasi kebijakan, dan d) pemberian nasehat
yang ditujukan untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah ada.

Dari berbagai pendapat dan uraian di atas maka dapat dipetik beberapa
pengertian, antara lain pertama bahwa studi kebijakan merupakan bagian dari
analisis kebijakan. Hal ini dapat dimengerti dalam arti bahwa studi kebijakan
dapat digunakan untuk melakukan analisis kebijakan. Dengan begitu lebih tepat
dikatakan bahwa studi atau penelitian kebijakan merupakan perangkat untuk
melaksanakan analisis kebijakan. Kedua, bahwa studi kebijakan dapat berfokus
pada isi, hasil, dan proses kebijakan. Sehubungan dengan itu, sebagaimana telah
dikemukakan di atas, penelitian kebijakan dapat dilakukan terhadap tahap-tahap
dalam proses kebijakan yang meliputi: perumusan kebijakan, implementasi
kebijakan, maupun isi, hasil dan dampak kebijakan.

Konsep lain yang terkait dengan penelitian kebijakan adalah evaluasi
kebijakan. Menurut Isaac dan Michael (1997: 5), “...evaluation involves primarily
a determination of effectiveness or worth of an educational program ...”, yang
berarti bahwa evaluasi terutama terkait dengan penentuan efektivitas atau
kemanfaatan suatu program pendidikan. Pendapat yang lebih kurang sama
disampaikan oleh Supandi dan Sanusi (1988: 48) yang menyatakan bahwa
evaluasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya analisis nilai
dari fakta-fakta kebijaksanaan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa “the purpose of
evaluation is to improve, not to prove” (Stufflebeam dalam Isaac dan Michael,
1997: 8). Sementara itu Robson (1996: 175) mengemukakan bahwa “Evaluation
is often concerned not only with assessing worth or value but also with seeking to

assist in the improvement of whatever is beeing evaluated”. Lebih lanjut dikatakan
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bahwa evaluasi dapat menggunakan salah satu strategi penelitian atau kombinasi
dari beberapa strategi penelitian tersebut.

Pendapat-pendapat tersebut menekankan bahwa evaluasi kebijakan
merupakan upaya analisis terhadap manfaat atau nilai untuk mengembangkan
suatu kebijakan. Dengan demikian sebagaimana paparan matriks di atas, dapat
dinyatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan bagian dari analisis untuk
kebijakan, khususnya untuk mengembangkan implementasi kebijakan. Kegiatan
evaluasi dapat dilakukan pada fase perumusan dan implementasi, yang dikenal
dengan “implementation evaluation” dan “progress evaluation”. Evaluasi juga
dapat dilakukan terhadap dampak, yang disebut “outcome evaluation” (Isaac dan
Michael, 1997: 11), bahkan apabila mengikuti model CIPP (Context, Input,
Process, and Product), maka kegiatan evaluasi dapat dilakukan terhadap konteks,
input, seluruh tahapan dalam proses kebijakan, dan hasil serta dampaknya. Untuk
itu selain evaluasi formatif dan sumatif, juga dikenal adanya “outcome
evaluation” dan “process evaluation”.

Terminologi evaluasi kebijakan seringkali dibarengi dengan istilah
monitoring, sehingga menjadi konsep monitoring dan evaluasi kebijakan. Menurut
Patton dan Sawicki (1986: 301), “monitoring and evaluation are essensial steps in
the policy process for many reasons”, atau monitoring dan evaluasi merupakan
langkah esensial dalam proses kebijakan karena beberapa alasan. Proses analisis
kebijakan tidak berhenti dengan pelaksanaan kebijakan yang kelihatan sempurna.
Setelah suatu kebijakan dilaksanakan, keraguan mungkin masih tetap ada, yakni
apakah permasalahan yang memadai telah diidentifikasi secara tuntas, apakah
aspek-aspek yang penting dari permasalahan tersebut diabaikan, apakah

kesimpulan kebijakan atau rekomendasi yang dirumuskan benar-benar lebih baik
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mengingat ketersediaan data termutakhir. Untuk itu upaya-upaya monitoring dan
evaluasi dapat memberikan informasi yang berharga terkait dengan pelaksanaan
suatu kebijakan, baik dari sisi input, kelancaran implementasi, maupun hasil dan
dampaknya. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan
monitoring kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas yang menjadi bagian
(tahapan) dari proses kebijakan, yang berfungsi sebagai mekanisme balikan
untuk menyediakan informasi berharga yang terkait dengan nilai-nilai atau
kemanfaatan, efektivitas dan efisiensi, dan dampak dari suatu kebijakan.

Menurut Nachmias, sebagaimana dikutip oleh Supandi dan Sanusi (1988:
48-49) evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi proses dan
evaluasi dampak. Sementara itu McMillan dan Schumacher (2001: 529)
menyebutnya sebagai evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi proses, vyaitu
evaluasi berkenaan dengan masalah sampai dimanakah suatu kebijaksanaan telah
dilaksanakan sesuai dengan garis-garis yang telah dinyatakan. Sebab besar
kemungkinan ada materi atau bahan isi suatu kebijaksanaan itu diubah, diperluas
atau diingkari dalam pelaksanaannya. Evaluasi proses dilaksanakan sepanjang
implementasi kebijakan, sehingga dapat juga disebut evaluasi formatif. Adapun
evaluasi dampak dilakukan setelah implementasi kebijakan, sehingga dapat
disebut sebagai evaluasi sumatif, yakni berkenaan dengan masalah penilaian
seberapa jauh suatu kebijakan itu menyebabkan perubahan dalam rangka
mengarah kepada tujuan yang ditetapkan. Dari uraian tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa sebagai bagian dari proses balikan, monitoring dan evaluasi
kebijakan sangat penting untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan suatu

kebijakan atau program, dan untuk mengukur efektivitas atau tingkat pencapaian
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tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui dampak dari suatu
kebijakan.

Penelitian kebijakan kadang juga dipersamakan dengan penelitian evaluasi,
seperti diungkapkan oleh Majchrzak (1984: 13) bahwa policy research is equated
with evaluation research. Sehubungan dengan itu Krathwohl (1993: 525)
berpendapat bahwa “evaluation studies are concerned with improving a program
or product (formative evaluation) or determining its value or worth (summative
evaluation)”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelitian kebijakan seringkali tidak
dapat dibedakan dari studi evaluasi. Dalam hal ini pada dasarnya penelitian
kebijakan dikategorikan lebih luas, mencakup penelusuran alternatif-alternatif
pemecahan masalah yang fisibel dan penetapan efektivitas di antara alternatif-
alternatif tersebut. Sehubungan dengan itu sebagian besar evaluasi program
mempertimbangkan penggunaan penelitian kebijakan karena dapat membimbing
ke arah pengembangan atau modifikasi kebijakan-kebijakan yang sudah
diterapkan dalam masyarakat. Pada intinya evaluasi menggunakan metode-metode
penelitian, dengan basis tindakan untuk pengambilan keputusan (“decision-
driven”), dan kemanfaatan sebagai kriteria utama dari keberhasilan program.

Sementara itu menurut Rossi dan Freeman (dalam Hadi dan Mutrofin, 2006:
39-40), “Riset evaluasi merupakan aplikasi sistematis dari prosedur riset sosial
untuk menaksir atau menilai konseptualisasi dan disain, implementasi serta utilitas
program sosial”, atau dalam arti yang lebih spesifik, “riset evaluasi bermakna
sebagai proses memproduksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil
kebijakan, program dan proyek”. Pendapat ini memandang penelitian evaluasi
memiliki fungsi untuk menilai manfaat suatu program atau proyek. Pengertian

semacam ini juga dikemukakan oleh McMillan dan Schumacher (2001: 527)
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sebagai berikut, “Evaluation research is the determination of the worth of an
educational program, product, procedure, or objective, or of the potential utility
of alternative approaches to attain specific goals”. Jadi penelitian evaluasi adalah
penentuan kemanfaatan dari program, hasil, prosedur, atau tujuan pendidikan, atau
kegunaan potensial dari alternatif yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan
spesifik. Lebih lanjut dikemukakan bahwa alasan melaksanakan riset evaluasi
adalah untuk perencanaan, pengembangan atau perbaikan, atau menerima/tidak
menerima (justify/not justify) suatu prosedur, program, dan/atau produk. Atau
seperti dikatakan Bogdan dan Biklen (1982: 193) bahwa penelitian evaluasi
dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengases suatu program Kkhusus
pengembangan sebagai dasar untuk meningkatkan atau menghentikan program
tersebut. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa penelitian evaluasi ini sangat
terkenal sebagai bentuk penelitian terapan, dengan produk laporan tertulis.

Beberapa pendapat di atas tampak sepakat bahwa penelitian evaluasi
merupakan salah satu bentuk penelitian. Dalam hal ini penelitian evaluasi
dimaksudkan untuk menghasilkan laporan yang berisi informasi dan atau
gambaran tentang nilai atau manfaat dari suatu program. Informasi tentang
kegunaan program tersebut diperlukan sebagai dasar untuk mengambil keputusan
terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan atau mengembangkan lebih lanjut,
atau justru menghentikan program tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa penelitian evaluasi adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk
menilai kemanfaatan suatu kebijakan atau program, yang diperlukan sebagai dasar
untuk membuat suatu perencanaan lanjutan, pengembangan atau penyempurnaan,
dan untuk men-justifikasi keberlanjutan ataupun pemberhentian kebijakan atau

program tersebut.
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Sementara itu Nugroho (2008: 531) dengan mengkaji berbagai literatur yang
relevan, mencoba membedakan konsep-konsep analisis kebijakan, monitoring
kebijakan, evaluasi kebijakan, dan penelitian kebijakan dari aspek-aspek hasil,
pendekatan, waktu pelaksanaan, pelaksana, dan durasi sebagaimana diringkas

dalam matriks seperti Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.
Pembedaan Analisis, Monitoring, Evaluasi, dan Penelitian Kebijakan

Analisis Monitoring Evaluasi Penelitian
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Produk (output) | Nasihat, advis, | Laporan Penilaian Pemahaman
dan/atau perkembangan terhadap mendalam akan
rekomendasi (progress report) | sebagian atau suatu kebijakan
kebijakan seluruh proses
kebijakan
Pendekatan limu Kebijakan | Pragmatis/praktis | Strategis Metodologis
(kecenderungan)
Waktu Pra-kebijakan Pada saat Pasca Pra,
Pelaksanaan kebijakan (implementasi) | implementasi,
(timing) diimplementasikan | kebijakan ataupun pasca
(implementasi)
Pelaksana Analis Pengawas Tim Evaluasi Lembaga
Kebijakan program Kebijakan keilmuan
(universitas,
dil.)
Lama (durasi) Sangat pendek | Sepanjang Menengah Pendek hingga
hingga pendek | implementasi panjang

Sumber: diolah dari Nugroho (2008: 531).

Dari aspek konsep, papaparan dalam tabel tersebut memilah istilah
monitoring kebijakan dan evaluasi kebijakan. Memang kedua konsep tersebut
mempunyai makna yang berbeda, namun keduanya pada dasarnya merupakan
fungsi atau tugas dari perangkat manajemen. Monitoring dan evaluasi juga dapat
dipandang sebagai tahapan dalam sistem manajemen, dan menjadi bagian dari
sistem balikan. Sehubungan dengan itu sudah seharusnya kedua konsep tersebut
diintegrasikan menjadi monitoring dan evaluasi kebijakan; kecuali apabila yang

dimaksudkan evaluasi tersebut adalah riset evaluasi (evaluation research).
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Dari aspek produk (output) juga tampak tidak konsisten, dari kegiatan
analisis dan monitoring diperoleh dokumen atau yang dipersamakan (berwujud
materi); sedangkan pada evaluasi dan penelitian ditampilkan lebih sebagai
aktivitas yakni berupa “penilaian terhadap sebagian atau seluruh proses
kebijakan” dan “pemahaman mendalam akan suatu kebijakan”. Apabila hal ini
akan dipersamakan maka lebih tepat dikatakan bahwa keempat aktivitas di atas
menghasilkan laporan dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan
tujuannya, misal untuk evaluasi berupa laporan kemanfaatan atau kegunaan
program, dan untuk penelitian kebijakan hasilnya berupa laporan yang berisi
pemahaman mendalam tentang suatu kebijakan.

Selanjutnya dari sisi waktu (timing), sebagaimana diungkapkan Bogdan dan
Biklen (1982: 203), Patton dan Sawicki (1986: 18), Krathwohl (1993: 525), Isaac
dan Michael (1997: 11-12), dan McMillan dan Schumacher (2001: 545) di muka
mengindikasikan bahwa kegiatan-kegiatan penelitian kebijakan, monitoring
kebijakan, dan evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada seluruh tahapan proses
kebijakan, bahkan dapat dilakukan sebelum (pra-kebijakan) dan sesudah
kebijakan (terhadap hasil dan dampaknya). Dengan kata lain timing sebenarnya
bukan menjadi aspek pembeda yang signifikan. Demikian pula dari aspek durasi,
karena pada prinsipnya lama waktu setiap aktivitas sangat tergantung pada
kebutuhan, metode, dan ketersediaan sumberdaya (tenaga, biaya, dan waktu) yang
ada pada klien maupun pelaksana penelitian. Oleh karena itu menurut hemat
peneliti, timing dan durasi tersebut juga kurang jelas untuk dijadikan pembeda di
antara konsep-konsep di atas.

Sehubungan dengan itu, untuk memperjelas konsep-konsep tersebut,

peneliti lebih memilih menyatukan konsep monitoring dan evaluasi kebijakan
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sesuai konteks sebagai salah satu aktivitas manajemen. Selanjutnya dapat
disimpulkan bahwa konsep-konsep penelitian kebijakan, analisis kebijakan,
monitoring dan evaluasi kebijakan, dan penelitian evaluasi pada dasarnya
memiliki persamaan pada aspek fokus dan perangkat kerjanya. Fokus kajian
keempat aktivitas tersebut relatif sama, yaitu setiap tahap proses kebijakan,
termasuk sebelum dan sesudah implementasi kebijakan. Kecuali kecenderungan
pada monitoring-evaluasi dan penelitian evaluasi yang lebih berfokus pada tahap
implementasi dan pasca-implementasi. Selain itu keempat aktivitas tersebut dapat
menggunakan perangkat kerja berupa metode penelitian, meskipun basis
tindakannya berbeda. Selanjutnya untuk memetakan perbedaan terminologi
tersebut, peneliti mengembangkan matriks Nugroho dengan mengajukan beberapa
aspek pembeda sebagaimana paparan dalam Tabel 3.4 di halaman berikut.

Berdasarkan pemahaman terhadap isi tabel tersebut maka dalam penulisan
disertasi ini peneliti memilih jenis penelitian kebijakan, dengan alasan: (a) tujuan
utama penelitian ini adalah mencari pemahaman yang mendalam tentang proses
perumusan kebijakan sertifikasi pendidik, khususnya sertifikasi bagi guru dalam
jabatan; (b) peneliti dalam posisi bukan sebagai birokrat, tetapi sebagai akademisi
yang sedang melaksanakan tugas belajar; jadi penelitian ini berlatar (setting)
akademis; dan (c) penelitian ini dapat berkontribusi dalam menyelesaikan
permasalahan  kebijakan  pendidikan, khususnya dengan menyediakan
rekomendasi-rekomendasi teknis yang terkait dengan konsekuensi dari kebijakan
sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan. Adapun fokus penelitian ditetapkan
pada tahap perumusan kebijakan, dengan asumsi tahap ini merupakan tahap awal

yang sangat menentukan keberhasilan tahap berikutnya atau tahap implementasi.
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Tabel 3.4.
Kerangka Untuk Memahami Perbedaan antara

Penelitian Kebijakan, Analisis Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan, dan Penelitian Evaluasi

Terminologi Penelitian Analisis Monitoring dan Penelitian
Aspek Kebijakan Kebijakan Eva}!ua3| Evaluasi
Kebijakan
Tujuan Pokok Mencari Memilih alternatif | Menilai kemajuan, | Menilai kegunaan
pemahaman yang untuk membuat hasil dan dampak atau manfaat
mendalam kebijakan kebijakan program
Setting Akademis Strategis Teknis § Akademis
(operasional) § Strategis
§ Teknis
Fokus § Tahap §lsi § Tahap § Tahap
Perumusan § Hasil implementasi implementasi
§ Tahap : § Proses (sebelum, | g Tahap pasca (Formatif).
Implementasi tahap perumusan, implementasi § Tahap Pasca
§ Tahap Pasca implementasi, implementasi
Implementasi. dan pasca (Sumatif).

implementasi)

Basis Tindakan

Metode Penelitian

llmu Kebijakan

llmu Manajemen

Metode Penelitian

Hasil Rekomendasi Rekomendasi Keputusan untuk Bahan untuk
berorientasi- berorientasi- melanjutkan, melakukan
tindakan, tindakan, merevisi, atau perencanaan,
khususnya khususnya pilihan | menghentikan pengembangan/
konsekuensi kebijakan atau kebijakan atau penyempurnaan,
kebijakan atau program. program. atau untuk
program. menerima/tidak

menerima suatu
kebijakan atau
program.

Menurut Majchrzak (1984: 18) ada beberapa karakteristik penelitian

kebijakan, yaitu: “multidimensional in focus, uses an empirico-inductive research

orientation, incorporates the future as well as the past, responds to study users;

and explicitly incorporate values”. Karakteristik tersebut menegaskan bahwa

pertama,

penelitian

kebijakan

berusaha

menyelesaikan

permasalahan-

permasalahan sosial yang kompleks, yang terdiri dari sejumlah dimensi, faktor,

penyebab, maupun dampaknya. Meskipun tidak semua aspek tersebut dikaji,

namun masuk akal untuk mengharapkan semua elemen tersebut diidentifikasi, dan

selanjutnya dipilih elemen-elemen tertentu agar lebih fokus dalam melakukan

kajian. Untuk itu apabila ingin menyelesaikan permasalahan sosial yang kompleks
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tersebut maka diperlukan kajian yang bersifat multi dimensi. Karakteristik kedua
dimaksudkan bahwa penelitian kebijakan dimulai dengan permasalahan sosial,
dan berusaha secara empirik untuk menarik konsep dan teori sepanjang
pelaksanaan kajian terhadap masalah-masalah sosial yang selalu berkembang.
Kajian ini tanpa memaksakan teori-teori yang sudah ditetapkan sebagaimana
melaksanakan penelitian “grounded”; untuk membedakan dengan pendekatan
penelitian pengujian hipotesis. Ketiga, untuk memperoleh hasil yang berorientasi-
tindakan atau rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilaksanakan, penelitian
kebijakan harus memfokuskan pada aspek-aspek permasalahan sosial yang
terbuka untuk dipengaruhi atau diintervensi. Variabel-variabel yang terbuka untuk
diberi perlakuan tersebut dapat dikaji dari pengalaman masa lalu maupun
berdasarkan prediksi masa depan. Keempat, penelitian kebijakan harus dapat
mengidentifikasi berbagai pengguna, dan merespon mereka yang mungkin
memiliki beragam harapan, agenda, nilai, asumsi, dan kebutuhan, termasuk sejauh
mungkin mengatasi konflik kepentingan di antara pengguna. Karakteristik kelima
adalah bahwa penelitian kebijakan merupakan proses bermuatan nilai. Nilai-nilai
pengguna dapat merasuk dalam proses penentuan permasalahan sosial, perumusan
pertanyaan penelitian, pengembangan rekomendasi, dan diseminasi hasil-hasilnya
kepada audien tertentu. Bahkan nilai-nilai normatif dari masyarakat secara luas
seringkali menjadi  pertimbangan dalam merancang penelitian  dan
merekomendasikan tindakan-tindakan tertentu untuk mengatasi permasalahan
sosial.

Sementara itu James S. Coleman (Dolbeare, 1975: 21-34) mengemukakan
enam prinsip dalam penelitian kebijakan, yakni: Pertama, informasi sebagian

yang tersedia pada saat pelaksanaan harus dipandang lebih baik daripada
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informasi lengkap yang diperoleh setelah pelaksanaan. Kedua, hasil akhir
bukanlah *“kontribusi terhadap pengetahuan yang sudah ada” dalam literatur,
tetapi modifikasi kebijakan berdasarkan hasil-hasil penelitian. Ketiga, hasil-hasil
penelitian dengan perkiraan kepastian kebenaran yang tinggi lebih bernilai
daripada hasil-hasil yang diperoleh tampak bagus tetapi dengan kemungkinan
besar tidak benar. Keempat, dimungkinkan untuk memberikan perlakuan yang
berbeda-beda terhadap variabel-variabel kebijakan yang menjadi sasaran
manipulasi kebijakan, dan variabel-variabel situasional yang bukan menjadi
sasaran. Kelima, permasalahan penelitian bisa datang dari disiplin akademik lain,
namun harus secara hati-hati dijabarkan dari dunia riil kebijakan atau dunia
konseptual dari klien tanpa kehilangan maknanya. Dan terakhir, keenam,
keberadaan persaingan atau konflik kepentingan harus direfleksikan pada
perbuatan lebih dari satu kelompok penelitian, apabila dimungkinkan dengan
bantuan pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Bahkan jika tidak ada
pertentangan kepentingan yang jelas, dua atau lebih proyek penelitian harus
dilaksanakan guna mengkaji permasalahan kebijakan tertentu.

Dengan mengacu kepada karakteristik dan prinsip sebagaimana uraian di
atas maka penelitian tentang perumusan kebijakan sertifikasi pendidik, khususnya
sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip-
prinsip sebagai berikut.

(1) Multidimensional, yakni berfokus pada perumusan kebijakan sertifikasi
pendidik, yang mencakup berbagai dimensi seperti proses perumusan, aktor
kebijakan, lingkungan kebijakan, dan konsekuensi dari kebijakan yang telah
dirumuskan. Dalam hal ini, hasil dan dampak dari kebijakan sertifikasi

pendidik tersebut tidak diteliti karena implementasi kebijakan tersebut



(2)

3)

(4)

()
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berjalan baru sekitar setahun, yang apabila diteliti kemungkinan hasilnya
“under-estimate”.

Induktif-Empiris, dalam arti mencari informasi lapangan saat ini yang
berguna untuk menjelaskan perumusan kebijakan sertifikasi pendidik.
Pencarian informasi diupayakan sebagaimana adanya, tidak memberikan
perlakuan apapun sehingga dapat diungkap maknanya dari perspektif sumber
data sebagaimana penelitian “grounded”.

Berorientasi tindakan praktis, yaitu berusaha mengembangkan rekomendasi
yang berorientasi tindakan pragmatis, yang dapat dijadikan pertimbangan
bagi pengambil kebijakan untuk memperbaharui pilihan kebijakan dan/atau
menyempurnakan rumusan dan implementasi kebijakan. Sehubungan dengan
itu, penelitian ini mencoba menemu-kenali variabel-variabel yang terbuka
untuk diintervensi sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan atau
penyempurnaan kebijakan sertifikasi pendidik.

Berbasis aktor kebijakan, dalam arti penelitian ini berangkat dari
permasalahan nyata di lapangan dan konsepsi-konsepsi yang dikembangkan
oleh para pemangku kepentingan sertifikasi pendidik, termasuk berusaha
menjabarkan kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak yang melekat pada
kebijakan sertifikasi pendidik tersebut.

Bermuatan nilai, yakni penelitian ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang
berkembang dalam masyarakat yang melandasi penetapan kebijakan
sertifikasi pendidik, yang secara normatif dirumuskan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian nilai-nilai tersebut

menjadi acuan dalam merancang disain penelitian, dalam melakukan kajian,
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maupun dalam menyusun rekomendasi yang terkait dengan kebijakan

sertifikasi pendidik.

B. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa penelitian kebijakan ini
dilakukan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip: multidimensional, induktif-
empiris, berorientasi tindakan praktis, berbasis aktor kebijakan, dan bermuatan
nilai. Sehubungan dengan prinsip-prinsip tersebut maka penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) atau metode penelitian
kualitatif (qualitative research method). Para pakar seringkali tidak membedakan
penggunaan istilah “pendekatan” dan “metode” ini sebagaimana tercermin dalam
penulisan literatur. Pakar yang menggunakan istilah pendekatan, antara lain:
Creswell (1994), Maxwell (1996), dan McMillan dan Schumacher (2001).
Adapun pakar yang menggunakan istilah metode diantaranya adalah: Bogdan dan
Biklen (1982), Cohen dan Manion (1989), Burns (1990), Krathwohl (1993), dan
Berg (2007).

Pendekatan (approach) secara leksikal memiliki definisi antara lain sebagai
“a means adopted in tackling a problem, job of work, etc.”, atau suatu peralatan
yang diadopsi dalam menyelesaikan permasalahan, atau tugas pekerjaan (Collins
dan Brash, 1983: 50). Pengertian yang lebih kurang sama ditulis dalam The
American Heritage Dictionary (2003) (http://www.thefreedictionary.com/
approach) , yang menyebutkan salah satu definisi pendekatan sebagai “the method
used in dealing with or accomplishing: a logical approach to the problem”, yang
berarti bahwa pendekatan adalah metode yang digunakan dalam rangka atau

penyelesaian; suatu pendekatan logis terhadap permasalahan. Sementara itu Tim
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Ohio State University (http://cio.osu.edu/projects/framework/glossary.html)
menyatakan bahwa pendekatan adalah “A way of doing things”, atau cara untuk
mengerjakan sesuatu. Beberapa pengertian itu menunjukkan bahwa istilah
pendekatan merujuk kepada perangkat, metode, atau cara yang digunakan untuk
memecahkan masalah atau melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam konteks
penelitian maka pendekatan dapat diartikan sebagai perangkat, metode, atau cara-
cara untuk mengerjakan suatu penelitian.

Sementara itu “metode” dapat diartikan sebagai “A means or manner of
procedure, especially a regular and systematic way of accomplishing something”,
atau sebagai “The procedures and techniques characteristic of a particular
discipline or field of knowledge”. Definisi dari The American Heritage Dictionary
(2003) tersebut dapat diterjemahkan bahwa metode merupakan peralatan,
prosedur, dan teknik, khususnya yang dilakukan secara konsisten, atau terus
menerus (reguler) dan sistematik untuk mencapai sesuatu, biasanya dalam suatu
disiplin ilmu atau lapangan pengetahuan. Dalam kaitan penelitian, Silverman
(1993: 2) mengartikan metode sebagai “... specific research technique” atau
teknik penelitian yang spesifik. Adapun menurut Cohen dan Manion (1989: 41)
metode adalah “.. range of approaches used in educational research to gather
data which are to be used as a basis for inference and interpretation, for
explanation and prediction”, yang dapat diterjemahkan bahwa metode adalah
berbagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian pendidikan untuk
mengumpulkan data yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan
menginterpretasikan, menjelaskan dan memprediksi. Dengan kata lain,

sebagaimana dinyatakan oleh Koentjaraningrat (1980: 16), metode menyangkut
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masalah cara Kkerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi
sasaran ilmu yang bersangkutan.

Dari uraian di atas tampak bahwa sebagian pakar memberikan makna dari
istilah pendekatan lebih luas daripada metode; dan sebagian yang lain
mengartikan metode lebih luas daripada pendekatan. Menurut hemat peneliti
istilah pendekatan dan metode lebih kurang sama, sebagai perangkat untuk
melakukan penelitian atau menyelesaikan permasalahan. Namun demikian istilah
pendekatan memiliki makna lebih bersifat filosofis konseptual karena dalam
konsep pendekatan tersebut mencakup alasan-alasan memilih atau menggunakan
suatu perangkat metodologi, metode, prosedur, atau teknik tertentu dalam
menyelesaikan permasalahan atau melakukan penelitian. Untuk itu pendekatan
dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk
melakukan kajian atau penelitian tentang suatu fenomena yang terkait dengan
permasalahan sosial. Adapun istilah metode lebih bersifat praktis teknikal,
menyangkut langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan atau melakukan
penelitian. Dalam hal ini metode adalah cara kerja untuk mengumpulkan dan
menginterpretasikan data, menjelaskan dan memprediksi berbagai fenomena
berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut.

Suatu pendekatan atau metode, pada dasarnya dilandasi oleh suatu
paradigma tertentu. Paradigma adalah “A set of assumptions, concepts, values,
and practices that constitutes a way of viewing reality for the community that
shares them, especially in an intellectual discipline”, atau seperangkat asumsi,
konsep, nilai, dan praktek yang menunjukkan suatu cara pandang tentang realitas
yang diyakini oleh suatu komunitas, khususnya dalam disiplin keilmuan tertentu

(The American Heritage Dictionary, 2003). Sementara itu Nasution (1988: 2)



158
mengartikan paradigma sebagai “suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai, suatu
pandangan tentang dunia sekitar”. Adapun Guba dan Lincoln mendefinisikan
paradigma sebagai “a set of basic beliefs (or metaphysics) that deals with
ultimates or first principles (dalam Denzin dan Lincoln, 1994: 107). Dari berbagai
pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa paradigma merepresentasikan suatu
“worldview” komunitas ilmu tertentu dalam mendefinisikan berbagai fenomena
dunia, termasuk karakteritik dasarnya dan rangkaian kemungkinan hubungan antar
berbagai fenomena tersebut. Dengan perangkat asumsi, konsep, nilai-nilai, dan
praktek-praktek yang diyakini kebenarannya itulah suatu komunitas disiplin ilmu
tertentu melakukan kajian dan pengembangan bidang ilmunya.

Penelitian kualitatif mendasarkan pada paradigma berbasis “concept of
verstehen, a form of subjective understanding (Burn, 1990: 221), yang berarti
dilakukan berdasarkan konsep untuk mendapatkan makna data yang bersifat
subyektif dari perspektif pelaku atau sumber data. Dalam konteks ini dapat
dikatakan mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan
responden, yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia (fenomena,
pen.) dari segi pendiriannya (Nasution, 1988: 10). Dengan memahami makna dari
perspektif pelaku tersebut maka kita dapat memahami suatu fenomena sesuai
dengan konteks lingkungannya. Adapun menurut Creswell (1994: 4), paradigma
penelitian kualitatif dimaknai sebagai pendekatan konstruktivisme atau
naturalistik, pendekatan interpretatif, atau perspektif post-positivisme, atau
perspektif post-modern. Asumsi-asumsi yang digunakan paradigma kualitatif itu
semakin jelas jika diperbandingkan dengan paradigma kuantitatif sebagaimana

dalam Tabel 3.5 di halaman berikut.
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Asumsi-asumsi Paradigma Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Asumsi Pertanyaan Kuantitatif Kualitatif
Ontologis Apakah hakekat realitas? ~ Realitas adalah obyektif dan  Realitas adalah subyektif dan
tunggal, terpisah dari banyak ragam seperti yang
peneliti. dilihat oleh para partisipan
(yang diteliti).
Epistemologi Bagaimanakah hubungan  Peneliti terpisah (lepas) dari  Peneliti berinteraksi dengan
antara peneliti dengan yang diteliti. yang diteliti.
yang diteliti?
Aksiologi Bagaimanakan peran dari  Bebas-nilai dan tidak bias. Bermuatan-nilai dan bias.
nilai-nilai?
Retorikal Bagaimanakah bahasa § Formal § Informal
penelitiannya? § Berbasis pada seperangkat ~ § Mengembangkan
definisi. keputusan-keputusan.
§ Bentuk impersonal § Bentuk personal.
§ Menggunakan kata-kata § Kata-kata yang bernuansa
bernuansa kuantitatif. kualitatif.
Metodologi Bagaimanakah proses § Proses deduktif. § Proses induktif.

penelitiannya?

§ Sebab dan akibat.

§ Disain statis — kategori-
kategori dibatasi sebelum
penelitian.

§ Bebas konteks.

§ Generalisasi mengarah
kepada prediksi,
eksplanasi, dan
pemahaman.

§ Akurasi dan kepercayaan
melalui validitas dan
reliabilitas.

§ Secara simultan saling
mempertajam berbagai
faktor.

§ Disain berkembang —
kategori-kategori
diidentifikasi selama proses
penelitian.

§ Terikat konteks.

§ Pola-pola dan teori-teori
dikembangkan untuk
pemahaman.

§ Akurasi dan kepercayaan
melalui verifikasi.

Sumber: diolah dari Creswell (1994: 5).

Dari Tabel 3.5 tersebut dapat dicermati berbagai pandangan yang mendasari

pendekatan penelitian kualitatif. Dari segi ontologis, realitas dipandang sebagai

sesuatu yang bersifat subyektif dan banyak ragam seperti yang dilihat dan

dimaknai oleh para partisipan (yang diteliti). Dari segi epistemologi, peneliti

kualitatif berinteraksi atau melakukan kontak langsung dengan yang diteliti.

Selanjutnya dari segi aksiologi diyakini bahwa suatu fenomena sosial selalu

bermuatan-nilai dan bias. Dari segi bahasa penelitian (retorikal), paparan

penelitian kualitatif lebih bersifat informal, berbentuk ungkapan personal, dan

kata-kata yang bernuansa kualitatif. Terakhir, dari segi metodologi, proses
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penelitian dilakukan secara induktif, simultan saling mempertajam berbagai
faktor, disain berkembang (dalam arti kategori-kategori diidentifikasi selama
proses penelitian), terikat konteks, pola-pola dan teori-teori dikembangkan untuk
pemahaman, dan akurasi dan kepercayaan dibangun melalui verifikasi.

Menurut McMillan dan Schumacher (2001: 396) penelitian kualitatif “... is
first concerned with understanding the social phenomena from participants’
perspective”, atau terutama berkenaan dengan pemahaman terhadap fenomena
sosial dari perspektif partisipan. Adapun menurut Fraenkel dan Wallen (1990:
368), penelitian kualitatif adalah “research studies that investigate the quality of
relationships, activities, situations, or materials”. Dalam hal ini, penelitian
kualitatif lebih menekankan pada deskripsi menyeluruh (wholistic description),
yakni tentang penggambaran secara rinci semua hal yang terjadi dalam suatu
aktivitas atau situasi. Sementara itu Krathwohl (1993: 311) mengemukakan
konsepsi penelitian kualitatif sebagai berikut.

“Qualitative research methods permit the description of phenomena and
events in an attempt to understand and explain them. Such descriptions may be
used to seek principles and explanations that generalize. Qualitative methods
are inductive: they let the problem emerge from the data or remain open to
interpretations of the problem different from those held initially. The data are
accounts of careful observations, including detailed descriptions of context and
nearly verbatim records of conversation. They may also include analysis of
documents and records”.

Dari beberapa pendapat tersebut tampak bahwa penelitian kualitatif
terutama berkenaan dengan pemahaman tentang fenomena sosial dari perspektif
pelaku, dengan menggambarkan suatu fenomena, peristiwa atau situasi secara
rinci dan komprehensif. Deskripsi rinci berguna untuk mencari prinsip-prinsip dan

penjelasan-penjelasan umum. Dalam pada itu, penelitian kualitatif ini

menggunakan metode induktif yang memungkinkan permasalahan muncul dari
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data yang dikumpulkan dan tetap terbuka terhadap interpretasi-interpretasi yang
berbeda dari yang diyakini pada tahap awal. Datanya adalah laporan observasi
yang cermat, termasuk deskripsi-deskripsi rinci tentang konteks dan catatan-
catatan percakapan kata demi kata yang teliti. Metode ini mencakup pula analisis
dokumen dan catatan. Dari pendapat tersebut tampak bahwa penelitian kualitatif
menggunakan metode induktif dan dapat dilakukan melalui analisis dokumen dan
catatan.

Penelitian kualitatif mempunyai beberapa karakteristik, seperti dikemukakan
Bogdan dan Biklen (1982: 27 - 30) antara lain: a) has the natural setting as the
direct source of data and the researcher is the key instrument; b) descriptive, c)
concerned with process rather than simply with outcomes or products; d)
researchers tend to analyze their data inductively; dan e) “Meaning” is of
essential concern. Artinya bahwa penelitian kualitatif mempunyai karakteristik
antara lain: memiliki latar alami sebagai sumber data dan peneliti sebagai
instrumen kunci, bersifat deskriptif, peduli terhadap proses daripada sekedar hasil,
peneliti cenderung melakukan analisis induktif terhadap datanya, dan makna
menjadi perhatian utama.

Pendapat yang lebih kurang sama sepert di atas dikemukakan oleh McMillan
(2008: 272) yang memeri karakteristik utama penelitian kualitatif dalam Tabel 3.6
sebagaimana disajikan pada halaman berikut. Pada tabel tersebut tampak terdapat
tambahan Kkarakteristik, yakni bahwa dalam penelitian kualitatif berlaku disain
“emergent”, yang berarti rancangan penelitian dapat diubah atau dikembangkan

sesuai perkembangan pelaksanaan penelitian yang dilakukan.
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Tabel 3.6.
Karakteristik Utama Penelitian Kualitatif

Karakteristik Deskripsi

Latar alami Mengkaji perilaku sebagaimana terjadi secara alami

Pengumpulan data langsung Peneliti mengumpulkan data secara langsung dari
narasumber.

Kaya deskripsi naratif Narasi terperinci yang menggambarkan pemahaman
mendalam tentang konteks dan perilaku.

Beorientasi proses Berfokus pada mengapa dan bagaimana suatu perilaku
terjadi.

Analisis Data Induktif Generalisasi ditetapkan dari sintesis informasi yang
dikumpulkan.

Perspektif partisipan Berfokus pada pemahaman partisipan dan makna.

Disain penelitian “emergent”  Disain penelitian berkembang dan berubah sepanjang
diperlukan selama pelaksanaan penelitian

Sumber: diolah dari McMillan (2008: 272).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian
kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam situasi lapangan yang wajar, apa
adanya, atau tanpa perlakuan. Dalam pengumpulan data itu, peneliti bertindak
sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data dalam bentuk uraian yang
kaya narasi, meskipun tidak menolak kemungkinan data dalam bentuk angka-
angka. Data yang bersifat deskriptif tersebut pada umumnya berupa gambaran
tentang apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena terjadi dalam konteks
lingkungannya. Setiap data tidak dipandang sebagai sesuatu yang lepas atau
terpisah, akan tetapi saling berkaitan dengan yang lain dalam suatu pola, struktur,
atau tema tertentu.

Karakteristik berikutnya bahwa peneliti kualitatif mementingkan proses
daripada hasil, jadi memperhatikan perkembangan terjadinya sesuatu untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana seperti

dikemukakan di muka. Selanjutnya peneliti kualitatif melakukan analisis
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semenjak awal data terkumpul. Analisis yang bersifat induktif ini berjalan terus
menerus sepanjang penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti terjun ke
lapangan, mempelajari suatu fenomena yang terjadi, mencatat, menganalisis,
menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses
tersebut. Pada akhirnya penelitan kualitatif lebih mengutamakan makna dalam
perspektif subyek peneliti, atau peneliti berusaha mencari pandangan, asumsi-
asumsi, dan nilai-nilai yang mendasari suatu fenomena.

Proses penelitian kualitatif dengan mekanisme pengumpulan dan analisis
data secara induktif yang berjalan sepanjang penelitian diilustrasikan oleh
McMillan dan Schumacher (2001: 405) seperti Gambar 3.2 di bawah. Namun
demikian untuk menghindari kerancuan antara data lapangan dari perspektif
narasumber (emic data) dengan hasil analisis dan interpretasi dari perspektif
peneliti (etic data), maka pada penulisan laporan penelitian ini keduanya dipisah

sebagaimana disajikan pada Bab IV.

Phase 2 Phase 3 Phase 4
Phase 1 Begining Data Basic Data Collection Closing Data Phase 5
Planning Collection Collection Completion
Planning Data Collection Period

Data Recording

During Closing
Initial Data Analisys and
__________________ Diagrams
During Closing
Formal
Tentative Interpretations Analisys
_____________________________________________________ And Diagrams
During Closing

—— primary process
————— secondary process

Gambar 3.2.
Tahap-tahap Penelitian Kualitatif
(Sumber: McMillan dan Schumacher, 2001: 405)
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Dalam konteks penelitian kebijakan sertifikasi guru, berbagai karakteristik
di atas dipenuhi dengan penelitian ini dilakukan pada situasi dan kondisi lapangan
sebagaimana adanya, atau tidak ada “perlakuan” (treatment) apapun terhadap
fenomena atau peristiwa di lapangan; artinya program sertifikasi guru tersebut
dikaji dan diamati sebagaimana adanya. Fenomena atau peristiwa sertifikasi guru
tersebut akan dideskripsikan dan dijelaskan dalam konteks lapangan, berdasarkan
perspektif dari pihak-pihak yang langsung berperan-serta atau pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap kebijakan tersebut (data emic). Selanjutnya data emic
yang ditemukan dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema, kategori, dan
kecenderungan, sehingga dapat ditemukan hubungan di antara berbagai tema,
kategori dan kecenderungan tersebut yang mengarah kepada generalisasi, pola,
model atau kesimpulan (data etic).

Dengan substansi dan tujuan kajian sebagaimana dikemukakan di atas, maka
pemilihan pendekatan penelitian kualitatif ini sejalan dengan kekuatan-kekuatan
dari metode ini, sebagaimana dikemukakan oleh Maxwell (1996: 17-20) antara
lain dalam hal-hal berikut ini.

(1) Memahami makna dari pandangan partisipan penelitian tentang berbagai
peristiwa, situasi, dan tindakan dimana mereka terlibat di dalamnya dan
laporan-laporan tentang kehidupan dan berbagai pengalaman mereka. Makna
disini mencakup kognisi, pengaruh, intensi-intensi, dan segala sesuatu yang
dapat dikategorikan dalam perspektif partisipan. Fokus pada makna ini
menjadi sentral dalam apa yang disebut pendekatan interpretif (interpretive
approach).

(2) Memahami konteks khusus dalam mana partisipan bertindak, dan pengaruh

konteks tersebut terhadap tindakan mereka. Penelitian kualitatif pada
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umumnya dilakukan pada individu atau situasi yang relatif sedikit, sehingga
dapat memahami bagaimana peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan, dan
berbagai makna dipertajam melalui keadaan sekitar yang unik dimana hal-hal
tersebut terjadi.

Menemu-kenali fenomena dan pengaruh-pengaruh yang tak-terantisipasi, dan
mengembangkan teori-teori dasar (grounded) yang baru. Dalam hal ini
penelitian kualitatif seringkali melakukan eksploratori yang dapat membantu
merancang pertanyaan-pertanyaan dan mengidentifikasi variabel-variabel
untuk investigasi lebih lanjut.

Memahami proses dimana peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan terjadi.
Dalam hal ini bukan berarti penelitian kualitatif mengabaikan hasil atau
dampak. Penekanan lebih kepada proses pada dasarnya dapat mengarah
kepada hasil dan dampak tersebut.

Mengembangkan penjelasan kausal. Ketidak-kesepakatan terhadap hal ini
seringkali terjadi karena kegagalan untuk mengenali bahwa peneliti
kuantitatif dan kualitatif cenderung mengkaji jenis pertanyaan kausal yang
berbeda. Peneliti kuantitatif cenderung tertarik pada apakah dan sampai
sejauhmana varian dalam x menyebabkan varian dalam y. Adapun peneliti
kualitatif cenderung mencari bagaimana x berperan menyebabkan y, dan
proses seperti apakah yang menghubungkan x dan y.

Dengan kekuatan-kekuatan untuk memahami makna dan konteks, menemu-

kenali fenomena dan pengaruh yang tidak diantisipasi, untuk mengembangkan

teori-teori dasar, dan memahami proses, serta memberikan penjelasan kausal;

maka penelitian kebijakan tentang sertifikasi pendidik untuk guru dalam jabatan

ini

dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif eksplanatori. Dengan
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demikian penelitian ini berfokus pada konteks penetapan kebijakan sertifikasi
pendidik untuk guru dalam jabatan, bagaimana proses perumusan kebijakan
tersebut, dan bagaimana kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tersebut
mempengaruhi pengelolaan guru, pendidikan guru, dan asosiasi guru sebagai
pihak yang terkait dengan sertifikasi pendidik tersebut.

Untuk memahami tujuan penelitian deskriptif dan pertanyaan-pertanyaan
yang hendak dicari jawabannya maka dapat dicermati pendapat dari McMillan
dan Schumacher (2001: 397) sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7.
Tujuan Penelitian dan llustrasi Pertanyaan-Pertanyaan Penelitian

Tujuan Penelitian

llustrasi Pertanyaan Penelitian

Deskriptif Eksploratori

Untuk mengkaji fenomena “baru” atau
kecil.

Untuk menemukan tema-tema berbagai
makna menurut partisipan (subyek
penelitian).

Untuk mengembangkan secara rinci suatu
konsep, model, atau hipotesis untuk
penelitian berikutnya.

Apakah yang terjadi dalam situasi
sosial kini?

Apa sajakah kategori-kategori dan
tema-tema dari berbagai makna
partisipan?

Bagaimanakah pola-pola yang terjadi
dikaitkan dengan pernyataan-
pernyataan berbagai preposisi?

Deskriptif Eksplanatori
Untuk menggambarkan dan menjelaskan

pola-pola hubungan di antara fenomena.

Untuk menemu-kenali hubungan-
hubungan yang mempengaruhi
fenomena.

Apakah berbagai peristiwa, keyakinan,
sikap, dan/atau kebijakan berakibat
pada fenomena tersebut?

Bagaimanakah cara partisipan
menjelaskan fenomena?

Emansipatori

Untuk menciptakan berbagai kesempatan
dan kemauan untuk menginisiasi
tindakan sosial.

Bagaimanakah cara partisipan
menggambarkan dan menjelaskan
berbagai permasalahan dan
mengambil tindakan positip?

Sumber: diolah dari McMillan and Schumacher (2001: 397).
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Dari paparan tabel di atas dapat dipetik pengertian bahwa penelitian
deskriptif dapat bersifat eksploratori, eksplanatori, dan emansipatori. Dalam
penelitian ini, jenis deskriptif ekplanatori dipilin karena sebagaimana telah
disebutkan di muka bahwa penelitian kualitatif ini berupaya menjawab
pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana yang terkait dengan
perumusan kebijakan sertifikasi pendidik untuk guru dalam jabatan.

Selanjutnya dikemukakan oleh McMillan dan Schumacher (2001: 283),
bahwa penelitian deskriptif berkaitan dengan “status sesuatu yang sedang berjalan
atau sudah lewat” atau dalam kalimat aslinya bahwa “descriptive research is
concerned with the current or past status of something”. Penelitian deskriptif ini
menyediakan data yang sangat berharga, khususnya apabila pertama Kkali
dilakukan untuk suatu bidang. Dalam konteks ini, penelitian kebijakan sertifikasi
pendidikan ini dapat dipandang sangat berharga karena kebijakan sertifikasi
pendidik untuk guru dalam jabatan ini relatif baru dijalankan.

Sementara itu Best (dalam Cohen dan Manion, 1989: 70) mengemukakan
bahwa penelitian deskriptif berkaitan dengan: “Conditions or relationships that
exist; practices that prevail; beliefs, point of views, or attitudes that are held;
processes that are going on; effects that are being felt; or trends that are
developing™, atau dalam kalimat lain diungkapkan bahwa “At time descriptive
research is concerned with how ‘what is’ or ‘what exist’ is related to some
preceding event that has influenced or affected a present condition or event”.
Pendapat tersebut mengandung pengertian lebih kurang bahwa penelitian
deskriptif mempunyai perhatian terhadap berbagai kondisi dan hubungan yang
terjadi, praktek-praktek yang berlaku, keyakinan-keyakinan, sudut pandang, atau

perilaku yang dijalankan, proses yang berlangsung; dampak yang dirasakan, atau
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kecenderungan yang berkembang. Penelitian deskriptif berkaitan dengan
bagaimana ‘sesuatu’ atau ‘yang terjadi/ada’ berhubungan dengan beberapa
peristiwa terdahulu yang memiliki pengaruh atau berakibat pada kondisi dan
peristiwa saat ini. Adapun Isaac and Michael (1997: 50) mengemukakan tujuan
penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematik berbagai
fakta dan karakteristik suatu populasi atau bidang kajian (area of interest) tertentu
secara faktual dan akurat (“to describe systematically the facts and characteristics
of given population or area of interest, factually and accurately”). Berdasarkan
uraian dan pendapat tersebut maka penelitian kebijakan sertifikasi pendidik bagi
guru dalam jabatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematik, faktual
dan akurat tentang bagaimana proses perumusan kebijakan sertifikasi pendidik
bagi dalam jabatan tersebut berlangsung, praktek atau implementasi kebijakan
tersebut, dan kaitannya dengan pihak-pihak yang berperan dalam proses sertifikasi
tersebut

Menurut McMillan dan Schumacher (2001: 395), “Qualitative studies are

important for theory generation, policy development, educational practice
improvement, illumination of social issues, and action stimulus”. Pendapat ini
mengindikasikan bahwa kajian kualitatif penting dalam pengembangan kebijakan.
Penelitian kualitatif memiliki kontribusi dalam formulasi, implementasi, dan
modifikasi kebijakan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut.

“Qualitative research can analyze community economic and political
influentials’ perceptions of an issue, the attitude of policy makers toward a
proposed policy and views of those who implement policy. These studies
frequently identify issues that suggest the need to modify statutes or regulations

and help policy makers anticipate future issues” (McMillan dan Schumacher,
2001: 400).
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Pendapat tersebut lebih kurang mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif
dapat menganalisis komunitas ekonomi dan persepsi-persepsi tentang suatu isu
yang secara politis berpengaruh, pendirian pengambil kebijakan terhadap
kebijakan yang diusulkan dan pandangan-pandangan para pelaksana kebijakan.
Kajian-kajian kualitatif tersebut seringkali dapat menemu-kenali permasalahan-
permasalahan yang mendorong untuk memodifikasi undang-undang atau
peraturan-peraturan, dan membantu pengambil kebijakan mengantisipasi isu-isu
mendatang. Dari pendapat ini dapat disarikan bahwa penelitian kualitatif paling
tidak dapat memberikan kontribusi dalam proses formulasi maupun implementasi
dalam bentuk penyediaan informasi-infromasi penting untuk menangani isu-isu
kebijakan, dan memperbaiki peraturan perundang-undangan dan peraturan
pelaksanaanya, serta untuk mengantisipasi isu-isu yang mungkin berkembang di
masa mendatang.

Pentingnya penelitian kualitatif dalam proses kebijakan juga dikemukakan
oleh Ray C. Rist (dalam Denzin dan Lincoln, 1994: 545-557) yang membagi
siklus kebijakan menjadi tahap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan
tahap penjaminan akuntabilitas kebijakan. Dalam kaitan itu dikatakan bahwa “the
opportunities for qualitative research within the policy cycle are thus defined and
differentiated by information regirements at each phase” (1994: 547). Dengan
demikian penelitian kualitatif sangat relevan untuk menyediakan berbagai
informasi yang diperlukan untuk setiap siklus kebijakan.

Pada tahap formulasi, kerja kualitatif dapat memberikan kontribusi dengan
mengkaji  konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan maupun yang tidak
diharapkan dari berbagai ragam instrumen atau perangkat kebijakan yang telah

dipilih untuk melaksanakan kebijakan. Sebagaimana diketahui kunci aktivitas
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pada tahap formulasi kebijakan adalah seleksi strategi kebijakan yang paling
memadai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehubungan dengan itu, jenis
informasi yang disediakan melalui penelitian kualitatif secara signifikan dapat
membantu dalam pengambilan keputusan tentang strategi yang paling memadai
tersebut.

Pada tahap implementasi, kerja kualitatif dapat menginformasikan kepada
manajer program yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan yang
telah ditetapkan. Dalam kaitan ini kerja kualitatif dapat memberikan fokus
perhatian terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti tingkat sejauhmana suatu
program dapat menjangkau sasaran kebijakan, kesamaan dan perbedaan strategi
implementasi antar daerah, aspek-aspek dari program yang dapat berjalan dan
yang tidak dapat berjalan, layanan-layanan yang disediakan benar-benar
dikerjakan, dan hambatan-hambatan operasional pada institusi atau organisasi
yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan. Dengan kata lain
fokusnya adalah realitas keseharian dalam mengupayakan kebijakan menjadi
kenyataan. Informasi yang diperlukan dalam keseharian pelaksanaan kebijakan ini
paling baik diperoleh melalui penelitian kualitatif, sebagaimana pernyataan yang
dikemukakn Rist (dalam Denzin dan Lincoln, 1994: 550) bahwa, “this ‘ground-
level’ view of implementation is best done through qualitative research”.

Selanjutnya apabila suatu kebijakan atau program sudah cukup waktu
implementasinya, maka kita dapat membahas pertanyaan tentang akuntabilitas,
hasil, atau dampak dari kebijakan tersebut. Informasi yang diperlukan untuk
tahapan ini tentu berbeda dari dua tahap siklus kebijakan di muka. Dalam hal ini
kontribusi penelitian kualitatif menjadi sangat penting dalam menakar

konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan dan program yang dilaksanakan.
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Sehubungan dengan itu penelitian kualitatif dapat berfokus, antara lain pada
aspek-aspek mana dari suatu kebijakan dan program yang sudah tercapai atau
belum tercapai. Apabila sudah tercapai, maka selanjutnya layak untuk
mendiskusikan dan mengases berbagai hasil dan dampaknya. Dalam hal ini
penelitian kualitatif memungkinkan untuk mengkaji dampak-dampak yang
diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi, perubahan-perubahan dalam
pemahaman dan persepsi subyek yang menjadi sasaran kebijakan dan program,
dan berbagai kekuatan serta kelemahan administratif atau struktur organisasi yang
digunakan untuk mendukung operasionalisasi program. Untuk melakukan ini,
pejabat pengambil kebijakan tidak memiliki sarana untuk mempelajari informasi
yang benar-benar menggambarkan kondisi lapangan kecuali dari hasil-hasil
penelitian kualitatif, sebagaimana ungkapan Rist (dalam Denzin dan Lincoln,
1994: 551) bahwa “Policy makers have no equally grounded means of learning
about program impacts and outcomes as they do with qualitative research
findings”. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penelitian kebijakan ini lebih
tepat menggunakan penelitian kualitatif karena informasi yang dihasilkan
potensial dapat memberikan kontribusi dalam mendukung operasionalisasi
kebijakan sertifikasi pendidik yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh
pemerintah.

Selanjutnya dengan memperhatikan bahwa sertifikasi pendidik bagi guru
dalam jabatan telah berlangsung sejak tahun 2007, maka penelitian ini
menggunakan strategi yang dikenal dalam analisis kebijakan sebagai
“restrospective (ex post) analysis” (Dunn, 2004: 13) atau “backward mapping”
(Marshall dan Gerstl-Pepin, 2005: 61). Retrospektif analisis pada dasarnya

merupakan analisis berorientasi keilmuan dan berorientasi masalah yang dapat
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memberikan kerangka kerja baru bagi pemahaman tentang proses pengambilan
kebijakan, menantang berbagai perumusan masalah yang konvensional,
mempertanyakan berbagai mitos sosial dan ekonomis, dan membentuk iklim
pendapat (opini) dalam suatu komunitas atau masyarakat. Atau menurut Weiss
(Dunn, 2004: 13) bahwa analisis retrospektif paling penting dampaknya pada
berbagai prioritas intelektual dan pemahaman. Analisis retrosepektif ini tampak
sejalan dengan tujuan penelitian kebijakan, yakni mencari pemahaman yang
mendalam tentang suatu kebijakan dalam setting akademis. Untuk itu penelitian
kebijakan ini dapat dipandang sebagai perangkat untuk melakukan analisis
kebijakan retrospektif, yang bermanfaat secara teoritik untuk meningkatkan
pemahaman keilmuan, dan secara praktis bagi peningkatan kualitas pembuatan
kebijakan pendidikan.

Sementara itu dalam “backward mapping”, yang selanjutnya diterjemahkan
menjadi “Pemetaan Terbalik”, merupakan kerangka kerja untuk merumuskan
kebijakan yang dimulai dengan mendeskripsikan perilaku spesifik atau outcome
yang diinginkan pada level terendah dari proses implementasi. Pendekatan ini
dapat digunakan untuk penelitian kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh
Marshall dan Gerstl-Pepin (2005: 62) bahwa “We can use backward mapping for
policy studies and also for implementation analysis”. Sejalan dengan kerangka
kerja tersebut, strategi pemetaan terbalik ini digunakan dalam penelitian kebijakan
dengan cara memetakan kondisi, fakta, atau informasi di lapangan yang terkait
dengan implementasi program sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan. Dari
kondisi lapangan tersebut selanjutnya ditelusur ke belakang (retrospektif) proses
perumusan kebijakan sertifikasi tersebut, sehingga dapat menjelaskan berbagai hal

yang menjadi penyebab terjadi fenomena di lapangan.
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C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada proses perumusan kebijakan sertifikasi
pendidik pada tataran kebijakan strategis. Perumusan kebijakan strategis itu
berlangsung pada tingkat nasional dengan melibatkan unsur-unsur: lembaga
legislatif, pemerintah (eksekutif), dan kelompok kepentingan dalam masyarakat.

Lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berperan
memberikan persetujuan terhadap kebijakan yang menyangkut nasib rakyat yang
diwakilinya. Untuk itu DPR memiliki fungsi menampung dan memperjuangkan
aspirasi masyarakat, dengan menerima pengaduan, usulan, saran atau masukan
dari masyarakat (konstituen) dari berbagai daerah; atau DPR dapat pula terjun
langsung ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi tersebut. Dengan demikian
lingkup kerja DPR mencakup seluruh wilayah tanah air.

Dalam perumusan kebijakan sertifikasi pendidik, Pemerintah diwakili oleh
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), yang sebelumnya bernama
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kemendiknas merupakan unit
pemerintahan yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan sistem
pendidikan nasional. Sehubungan dengan itu instansi pemerintah pusat ini
merupakan aktor utama yang berwenang mengambil kebijakan strategis di bidang
pendidikan, termasuk kebijakan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan.
Pemerintah, sebagaimana DPR, juga memiliki cakupan wilayah kerja secara
nasional.

Pemerintah dan DPR, dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam
proses perumusan kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan, juga tidak dapat
dilepaskan dari keterlibatan masyarakat secara kelompok atau individual,

khususnya yang menjadi sasaran kebijakan. Kelompok kepentingan yang terlibat
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secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan kebijakan sertifikasi
pendidik antara lain: PGRI, para guru, dan pakar yang peduli pada kebijakan
sertifikasi. Mereka semua pada kenyataannya bertempat tinggal menyebar di
seluruh tanah air.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa proses perumusan
kebijakan sertifikasi pendidik sebenarnya berlangsung secara nasional. Meskipun
demikian, aktor-aktor utama seperti DPR (legislatif), Pemerintah (eksekutif), dan
Pengurus Pusat PGRI, yang disebut sebagai aktor kebijakan, berkedudukan di
Jakarta sebagai ibukota negara. Selain itu sebagian besar aktivitas yang sangat
krusial atau menentukan dalam proses perumusan kebijakan sertifikasi pendidik
bagi guru dalam jabatan juga berlangsung di pusat pemerintahan yang terletak di
Jakarta. Oleh karena itu lokasi penelitian berskala nasional ini pada dasarnya

bertempat di Jakarta.

D. Sumber Data atau Subyek Penelitian

Analis kebijakan seringkali menggunakan “wawancara elit” (elite
interviewing) sebagai metode cepat untuk pengumpulan data dasar (Patton dan
Sawicki, 1986: 63). Wawancara elit, disebut pula sebagai “specialized
interviewing” yang dimaksudkan sebagai cara pengumpulan data dari individu-
individu kunci terseleksi yang memiliki pengetahuan khusus tentang suatu
peristiwa atau proses. Berkenaan dengan itu maka penelitian kebijakan ini
memerlukan pemilihan informan kunci yang kaya informasi, atau information-
rich key informants (McMillan and Schumacher, 2001: 401). Pemilihan sumber
data yang kaya infromasi tersebut seringkali disebut purposive sampling

(Krathwohl, 1993: 324), yakni sampel dipilih secara “purposive” bertalian dengan
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purpose atau tujuan tertentu (Nasution, 1988: 32). Dalam hal ini tujuan tersebut
adalah untuk mendapatkan informasi tentang fokus penelitian selengkap dan
setuntas mungkin.

Menurut Fraenkel dan Wallen (1990: 374), penentuan “sampel bertujuan”
dilakukan dengan cara “researchers select a sample of observations that they feel
will yield the best understanding of whatever they wish to study”. Selanjutnya
dinyatakan sampel semacam itu mencakup individu-individu, berbagai dokumen,
situasi, peristiwa, proses, waktu, dan aspek-aspek lain yang dapat memberikan
pengertian terbaik (the best understanding) tentang target area of information
yang menjadi bahan kajian. Demikian pula yang disampaikan oleh Krathwohl
(1993: 324) bahwa “we are able to select a purposive sampel that includes
individuals, documents, situations, events, processes, times, and other aspects that
can further develop our target area of information”; dan juga Nasution (1988: 32)
yang mengemukakan bahwa sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan
informasi. Sample dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi.
Sehubungan dengan itu Bogdan dan Biklen (1982: 67) berpendapat bahwa subyek
penelitian dipilih karena mereka dipercaya dapat memfasilitasi pendalaman dalam
pengembangan teori.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penelitian ini menggunakan individu
sebagai subyek penelitian atau sumber data. Individu tersebut dipilih karena
dipercaya dapat memfasilitasi pendalaman proses perumusan kebijakan sertifikasi
bagi guru dalam jabatan. Menurut Blumer (Koentjoroningrat, 1977: 197), data
pengalaman inidividu tersebut dalam psikologi dikenal sebagai personal
document, dalam ilmu sejarah dan sosiologi disebut human document, sedangkan

dalam ilmu antropologi budaya disebut individual’s life history. Lebih lanjut
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dijelaskan bahwa pengalaman individu dapat dijadikan data karena menyangkut
bahan keterangan yang dialami oleh individu-individu tertentu sebagai warga dari
suatu masyarakat yang sedang menjadi obyek penelitian. Dengan demikian
jawaban penelitian ini didasarkan pada data pengalaman individu yang secara
langsung berperanserta dalam proses perumusan kebijakan sertifikasi bagi guru
dalam jabatan.

Pemilihan sumber data atau subyek penelitian selalu terkait dengan
penentuan sampel (sampling). Logika penggunaan sample sesungguhnya adalah
untuk membuat inferensi tentang populasi dari sejumlah subyek yang menjadi
bagian populasi, yang disebut sampel. Alur pikir ini diterapkan dalam penelitian
kuantitatif yang berusaha membuat generalisasi dari temuan-temuan berdasarkan
data sejumlah subyek untuk diberlakukan pada sejumlah subyek yang lebih besar,
yang disebut sebagai “populasi”.

Menurut Burns (1990: 54) populasi adalah “an entire group of people or
objects or events which all have at least one characteristic in common, and must
be defined specifically and unambiguously”, sedangkan sampel adalah “any part
of a population regardless of whether it is representative or not”. Pendapat Burns
tersebut dapat diterjemahkan bahwa populasi adalah keseluruhan kelompok orang,
obyek, atau peristiwa yang semuanya memiliki setidak-tidaknya datu ciri yang
sama, dan harus ditentukan secara spesifik tanpa ragu-ragu. Adapun sampel
adalah setiap bagian dari populasi, baik yang mewakili atau tidak. Sementara itu
Fraenkel dan Wallen (1990: 67) menyatakan bahwa “a sampel in a research study
refers to any group on which information is obtained. The larger group to which
one hopes to apply the results is called the population”, yang bisa diartikan bahwa

suatu sampel dalam kajian penelitian merujuk kepada kelompok apapun dimana
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informasi diperoleh; dan kelompok yang lebih besar dimana seseorang berharap
untuk menerapkan hasil-hasilnya disebut populasi. Pendapat yang relatif sama
juga dikemukakan oleh Krathwohl (1993: 739 dan 741) yang menyatakan bahwa
populasi adalah “the total group to whom a researcher expects to be able to
generalize and which is to be represented in a sample” (populasi adalah
keseluruhan kelompok dimana peneliti berharap dapat melakukan generalisasi
yang diwakili oleh suatu sampel). Sedangkan sampel adalah “a means by which
cases are taken from a population in such a way as to accurately represent the
variables of interest in that population”, yang berarti sebagai seperangkat kasus
yang diambil dari populasi dengan cara tertentu yang secara akurat mewakili
variabel-variabel penting dalam populasi tersebut.

Dari paparan pendapat di atas, selain kedudukan populasi dan sampel, yang
paling penting dan relevan dengan penelitian ini adalah pengertian sampel yang
tidak hanya merujuk pada orang semata, tetapi juga merujuk pada obyek dan
peristiwa. Hal ini menegaskan uraian di muka bahwa sumber data atau subyek
penelitian kualitatif ini mencakup individu-individu, berbagai dokumen, situasi,
peristiwa, proses, waktu, dan aspek-aspek lain yang dapat memberikan informasi
yang lengkap dan pengertian terbaik tentang sertifikasi pendidik yang menjadi
fokus kajian dari penelitian kebijakan ini.

Menurut Fraenkel dan Wallen (1990: 69) di dalam pemilihan sampel
penelitian dikenal random sampling dan non-random sampling; sedangkan Berg
(2007: 41-43) dan Robson (1993: 137-142) menggunakan istilah probability
sampling dan non-probability sampling. Konsep sampel acak atau berdasarkan
probabilitas (random atau probability sampling) berdasarkan gagasan bahwa

sampel dapat diseleksi secara matematis untuk mewakili sejumlah populasi.
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Dengan demikian teknik sampling ini digunakan apabila kemungkinan peluang
untuk dipilih bagi setiap responden dapat diketahui atau dihitung. Sementara itu
non-probability sampling digunakan apabila probabilitas pemilihan responden
tersebut tidak dapat dihitung atau diketahui (Cohen dan Manion, 1989: 101).
Dalam penelitian kuantitatif, peneliti pada umumnya menggunakan probability
sampling secara teliti berdasarkan perhitungan peluang bagi setiap responden
untuk dipilih sebagai sampel. Sedangkan dalam penelitian kualitatif lebih banyak
menggunakan non-random sampling atau non-probability sampling. Dalam hal ini
Berg (2007: 43) mengemukakan bahwa “From the perspective of qualitative
research, non-probability sampling tends to be the norm”, yang dapat diartikan
bahwa non-probalitas sampling cenderung menjadi norma dalam penelitian
kualitatif. Berkenaan dengan itu penelitian kebijakan ini menggunakan penentuan
sampel non-random atau non-probabilitas, karena sebagaimana telah
dikemukakan di muka bahwa penelitian kebijakan sertifikasi pendidik bagi guru
dalam jabatan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Ada berbagai jenis penentuan sampel non-random atau non-probabilitas.
Berg (2007: 43) mengemukakan antara lain: convenience samples (accidental or
availability sample), purposive sample/judgemental sampling, snowball or chain
referral or respondent-driven sampling, quota samples. Sementara itu Krathwohl
(1993: 137) menggunakan istilah seperti: judgmental and purposive sampling,
quota sampling, snowball or chain referral sampling, sequential sampling.
Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis
penentuan sampel non-random mencakup antara lain:

(1) sampel nyaman, yang dapat disebut juga “sampel kebetulan” atau “sampel

yang ditemukan”;
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(2) sampel bertujuan, atau berdasar pertimbangan tertentu;
(3) sampel berantai atau “bola salju”; dan
(4) sampel kuota.

Kategori “Sampel Nyaman” (convenience sample) didasarkan pada
ketersediaan sumber data, yakni sampel yang sudah tersedia dan mudah dijangkau
(available), atau yang ditemui secara kebetulan (accidental), sehingga peneliti
tidak perlu bersusah payah memilih atau mencari-cari. Namun perlu dicatat bahwa
ketersediaan atau aksesibilitas sumber data tersebut harus relevan dengan kajian
yang dilakukan. Selanjutnya “Sampel Bertujuan” (purposive sample) adalah
sampel yang dipilih berdasarkan asumsi, pertimbangan dan/atau tujuan tertentu,
khususnya terkait dengan informasi yang diperlukan untuk mengkaji fokus
penelitian. Oleh karena itu jenis penentuan sampel ini disebut pula sampel
berdasarkan pertimbangan (judgemental sample). “Sampel Bola Salju”
dimaksudkan bahwa pemilihan sampel berdasarkan pada rujukan (referensi) dari
satu sumber informasi tertentu terus berlanjut ke sumber informasi lain sampai
informasi yang diperoleh menjadi lengkap dan tuntas. Oleh karena itu penentuan
sampel bola salju disebut juga sampel berantai (chain) sesuai rujukan (referral)
dari sumber informasi sebelumnya, atau respondent-driven sampling karena
sampel ditetapkan oleh responden.

Sampel non-random lainnya adalah “Kuota Sample” yakni sampel yang
dipilih berdasarkan jumlah tertentu (kuota) dari keseluruhan populasi. Penentuan
kuota pada umumnya didasarkan pada karakteristik atau atribut-atribut tertentu
yang terdapat pada populasi tersebut, misal usia, jenis kelamin, pengalaman, atau
asal. Adapun sampel sekuensial dimulai dengan memilih sampel kecil, diteruskan

mengambil sampel lain sampai kriteria ketuntasan informasi dapat dicapai.
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Berdasarkan paparan tersebut maka penelitian kebijakan ini menggunakan
sampel purposif. Penggunaan sampel purposif ini sejalan dengan pernyataan
Muhadjir (1990: 48) bahwa “Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel
lebih kecil dan pengambilannya cenderung memilih yang ‘purposive’ daripada
acak”. Selain itu dalam penelitian kualitatif dimungkinkan untuk mengambil
sampel yang memudahkan untuk menghemat uang, waktu, atau kegiatan
penelitian itu sendiri (Patton dalam Muhadjir, 1990: 146). Sehubungan dengan itu
pemilihan nara sumber atau subyek penelitian kebijakan ini menggunakan
pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Muhadjir (2004:
116) yakni: pertama, orientasi otoritas yaitu (1) siapa yang memiliki hak dan
tanggungjawab membuat kebijakan, yang mungkin berlapis berjenjang, dan (2)
adakah institusi lain yang memiliki otoritas menyajikan data yang obyektif.
Pertimbangan kedua adalah skopa dan tujuan penelitian kebijakan. Skopa
penelitian adalah perumusan kebijakan sertifikasi pendidik bagi guru dalam
jabatan. Untuk itu pemilihan sampel didasarkan pada tugas, tanggungjawab atau
kewenangan institusi atau individu di dalam proses kebijakan sertifikasi pendidik
tersebut. Dengan penentuan sampel yang benar-benar memahami atau menguasai
informasi tentang proses kebijakan sertifikasi pendidik tersebut maka dapat
diharapkan tujuan penelitian untuk menemukan alternatif kebijakan dapat dicapai
dengan cara yang paling produktif.

Dalam penelitian kualitatif, kadang-kadang digunakan informan sebagai
triangulasi. Informan tersebut diseleksi berdasarkan sensivitas, pengetahuan dan
wawasan mereka terhadap obyek penelitian dan kemauannya untuk membahas
obyek penelitian tersebut, dan kemampuannya untuk membantu mendapatkan

akses terhadap situasi baru, atau sumber data lainnya (Krathwohl, 1993: 326).
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Selanjutnya dijelaskan bahwa informan yang cakap dapat membantu peneliti
memahami pandangan-pandangan partisipan yang diteliti, memperkenalkan
dengan individu dan situasi baru, dan dapat mengajarkan peneliti untuk bersikap
santun dalam melakukan penelitian. Berdasarkan paparan tersebut maka penelitian
kebijakan ini selain menggunakan sumber data atau subyek penelitian sebagai
sumber data yang utama, juga menggunakan informan untuk memperkaya data
dan informasi yang dikumpulkan, membantu membuka akses kepada sumber data
yang lain, memperkenalkan situasi baru, yang sangat bermanfaat untuk melakukan
triangulasi data.

Selanjutnya, menurut Bogdan dan Biklen (1982: 29), “Meaning is of
essential concern to the qualitative approach”. Demikian pula diungkapkan oleh
Bryman (1988) dan Hammersley (1990) dalam Silverman (1995: 24-25) bahwa
salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah berfokus perhatian pada
makna dan fungsi tindakan sosial. Berkenaan dengan itu maka jumlah sumber
data atau subyek penelitian dan informan ditetapkan di lapangan berdasarkan
prinsip kejenuhan informasi (Muhadjir, 1990: 147). Dalam hal ini apabila dengan
suatu sumber data atau informan yang dipilih masih ada lagi informasi yang
diperlukan maka akan dicari sumber data atau informan berikutnya, sejalan
dengan pemilihan sampel bola salju (snowball sampling). Apabila dari sumber
data atau informan berikutnya diperoleh informasi yang sama berarti jumlah
sampel dipandang sudah cukup karena informasi yang diperoleh sudah tuntas atau
mencapai taraf jenuh (redundancy). Dengan demikian dalam penelitian kualitatif
ini yang terutama dikejar adalah ketuntasan informasi tentang fokus penelitian.

Berdasarkan berbagai pemikiran dan pertimbangan sebagaimana tersebut di

atas maka sumber data dari penelitian kebijakan ini dapat berupa dokumen-
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dokumen, peristiwa-peristiwa, instansi dan individu yang terkait dengan proses

kebijakan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan. Sumber data atau subyek

penelitian tentang kebijakan sertifikasi pendidik yang dimaksud meliputi:

1)

(2)

©)

(4)

Peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi pendidik, dan dokumen-
dokumen yang relevan terkait dengan proses  penyusunan peraturan
perundang-undangan tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga legislatif yang bersama-sama
dengan Pemerintah berwenang mengambil kebijakan, khususnya Komisi
yang membidangi urusan pendidikan. Dalam hal ini, komisi yang relevan
pada DPR masa bakti 2004-2009 adalah Komisi X yang membidangi
Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan
Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga
yang bertanggungjawab dalam mengelola sistem pendidikan nasional. Dalam
konteks perumusan kebijakan sertfifikasi guru, yang dijadikan sumber data
adalah pejabat Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Depdiknas
dan Tim Perumus RUU dan RPP yang relevan.

Asosiasi Profesi Guru. Dalam hal ini sesuai dengan kajian dan/informasi awal
bahwa yang aktif berperan adalah Persatuan Guru Republik Indonesia

(PGRI).

Dalam menentukan nara sumber, peneliti menghubungi instansi/lembaga

yang bersangkutan. Lembaga tersebut selanjutnya menunjuk pejabat atau individu

yang diberi tugas terkait dengan perumusan kebijakan sertifikasi pendidik.

Selanjutnya peneliti menanyakan siapa lagi narasumber yang perlu dihubungi.

Dengan demikian narasumber yang dijadikan sampel penelitian ini adalah



183
individu-individu yang benar-benar mengetahui proses perumusan kebijakan
sertifikasi pendidik tersebut. Narasumber yang menjadi sampel penelitian ini
merupakan representasi dari institusi, oleh karena itu unit analisis penelitian ini
adalah lembaga-lembaga yang menjadi aktor perumusan kebijakan sertifikasi

pendidik.

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri (Bogdan
dan Biklen, 1982: 27; Nasution, 1988: 54). Menurut Nasution, dalam penelitian
kualitatif sangat mengutamakan manusia sebagai instrumen penelitian oleh sebab
mempunyai adaptabilitas yang tinggi, yang senantiasa dapat menyesuaikan diri
dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian itu. Peneliti
senantiasa dapat memperhalus pertanyaan untuk memperoleh data yang lebih
terinci menurut keinginanya. Peneliti sendiri sebagai instrumen utama terjun ke
lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi atau
wawancara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa wawancara yang dilakukannya sering
bersifat terbuka dan tak berstruktur.

Sementara itu menurut Guba dan Lincoln (Muhadjir 1990: 144), manusia
merupakan instrumen penelitian yang baik karena memiliki tujuh karakteristik,
seperti: sifatnya yang responsif, adaptif, lebih holistik, kesadaran pada konteks tak
terkatakan, mampu memproses segera, mampu mengejar klarifikasi dan mampu
meringkaskan segera, dan mampu menjelajahi jawaban idiosinkratik dan mampu
mengejar pemahaman yang lebih dalam. Sebagai instrumen utama, menurut Alsa
(2003: 40), peneliti dapat melakukan penyesuaian sejalan dengan kenyataan-

kenyataan di lapangan, dapat berhubungan langsung dengan subyek penelitian di
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lapangan, dan mampu memahami keterkaitannya dengan kenyataan di lapangan.
Berkenaan dengan itu instrumen utama dalam penelitian kebijakan ini adalah
peneliti sendiri yang secara langsung berinteraksi dan beradaptasi dengan kondisi
lapangan, dengan tetap fokus kepada fenomena yang menjadi sasaran penelitian,
yaitu proses perumusan kebijakan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan.

Selanjutnya dinyatakan oleh McMillan and Schumacher (2001: 428) bahwa
“Qualitatif research is interactive face-to-face research, which requires relatively
extensive time to systematically observe, interview, and record processes as they
occur naturally”. Dengan interaksi yang relatif intensif tersebut maka
pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik-teknik seperti: observasi
langsung, wawancara mendalam (in-depth interview), studi dokumentasi, dan
material lain yang relevan (Goetz and LeCompte, 1984: 107: Creswell, 1994:
148). Dengan cara-cara pengumpulan data semacam itu maka dapat dikatakan
bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif kualitatif (interactive
qualitative research), yakni suatu inkuiri dimana peneliti mengumpulkan data
dalam situasi tatap muka atau berinteraksi langsung dengan sumber data dalam
latar (setting) lapangan sebagaimana adanya. Strategi interakif dan multi
sumberdata ini dilakukan untuk menjamin validitas dan realibilitas data penelitian.
Dalam kontek penelitian kebijakan, cara-cara pengumpulan data di atas dapat
disebut sebagai naturalistic atau participant evaluation (McMillan and
Schumacher, 2001: 538), yakni suatu pendekatan holistik yang menggunakan
keserbaragaman data untuk memberikan suatu pemahaman tentang beragam nilai
dari suatu praktek (kebijakan) dari perspektif partisipan.

Teknik-teknik pengumpulan data kualitatif juga dikemukakan oleh

Krathwohl (1993: 314) sebagai berikut:
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“Qualitatif data may be gathered in as many ways as the researcher’s
creativity permits. Although the most widely used source is observation,
analysis of records and ducuments is also common. In addition to observation
in a sociological tradition, methods of eliciting responses from individuals

using interviewing or stimulated response technique, as psychologist do, may
be useful”.

Pendapat tersebut menyatakan bahwa data kualitatif dapat dikumpulkan
dalam berbagai cara sejalan dengan kreativitas peneliti. Meskipun sumber yang
paling banyak digunakan adalah observasi, analisis terhadap catatan-catatan dan
dokumen-dokumen juga umum digunakan. Sebagai pelengkap observasi dalam
tradisi sosiologi, metode-metode untuk mendapatkan tanggapan dari individu-
individu melalui wawancara dan teknik stimulasi tanggapan sebagaimana
dilakukan oleh ahli psikologi, juga berguna. Pendapat ini hampir senada dengan
pendapat-pendapat sebelumnya bahwa pengumpulan data kualitatif dapat
dilakukan melalui: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi atau analisis
terhadap catatan-catatan dan material lain yang relevan. Bahkan Silverman (1993:
9) menyebutkan cara-cara tersebut, ditambah dengan perekaman dan pencatatan,
merupakan empat metode utama yang umumnya digunakan untuk mengumpulkan
data dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka pengumpulan data dalam
penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan teknik studi
dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji
dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang relevan dengan proses perumusan
kebijakan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya wawancara,
dilakukan dengan menggali informasi dari para nara sumber yang berkompeten
dalam proses perumusan kebijakan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan,

termasuk wawancara dengan informan. Nara sumber yang dimaksud mencakup
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pejabat di Departemen Pendidikan Nasional, DPR, dan individu-individu yang
terlibat dalam perumusan kebijakan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan.
Penggunaan multi teknik dan multi sumber data tersebut untuk menjamin
ketuntasan dan validitas informasi, sekaligus sebagai sarana triangulasi. Dalam
wawancara ini dilakukan perekaman dan pencatatan untuk menjamin validitas
informasi yang diperoleh.

Selanjutnya untuk mempermudah pengumpulan data, Miles dan Huberman
(1984: 42) menyarankan agar peneliti menggunakan sarana “kit” yang secara
langsung maupun tidak langsung mengarah kepada kerangka konseptual dan
pertanyaan penelitian. Sehubungan dengan itu, peneliti menggunakan pertanyaan-
pertanyaan penelitian sebagai pokok-pokok panduan wawancara, yang
diintegrasikan dalam catatan lapangan.

Suatu catatan lapangan, menurut Bogdan dan Biklen (1982: 85 - 89)
seyogyanya memuat aspek-aspek sebagai berikut:

(a) Gambaran atau deskripsi subyek penelitian, mencakup penampilan fisik,
pakaian, cara bertingkah-laku, dan gaya bicara atau bertindak.

(b) Rekonstruksi dari dialog, meliputi seluruh pembicaraan yang terjadi antara
subyek dicatat, termasuk pembicaraan dengan peneliti.

(c) Deskripsi latar fisik, yang memberikan gambaran suasana ruangan dan
perlengkapannya.

(d) Peristiwa-peristiwa khusus, seperti daftar siapa yang terlibat, dengan cara apa,
dan sifat dari tindakan.

(e) Deskripsi aktivitas, yang memeri secara rinci perilaku, untuk dicoba

menghasilkan urut-urutan perilaku maupun tindakan khusus.
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(F) Perilaku pengamat sendiri sebagai instrumen pokok.

Selain itu dalam catatan lapangan tersebut memuat refleksi peneliti baik
menyangkut refleksi tentang analisis, metode, dilema etika, kerangka pikir
peneliti, dan petunjuk-petunjuk penjelasan. Dengan catatan-catatan tersebut maka
dapat dilakukan analisis sambil berjalan, dan diambil kesimpulan sementara untuk
dicocokan dengan informasi-informasi lain, atau informasi berikutnya sehingga
dapat memperkuat kesimpulan yang diambil, sekaligus memperkuat obyektivitas
dan validitas data. Untuk mempermudah pengendaliannya, agar tidak campur
aduk, Nasution (1998: 93-99) menyarankan untuk melakukan pengkodean
terhadap berbagai aspek tersebut, seperti: DP untuk Deskripsi Partisipan, DD
untuk Deskripsi Dialog, DLF untuk Deskripsi Lingkungan Fisik, DK untuk
Deskripsi Kejadian-Kejadian, DH untuk Deskripsi Hubungan dengan partisipan
atau orang lain, RR untuk Refleksi tentang apa yang diRasakan oleh peneliti, RA
untuk Refleksi Analisis, RM untuk Refleksi Metodologi, RJ untuk Refleksi
penJelasan, dan RE untuk Refleksi Etis. Sistematika semacam inilah yang
dijadikan dasar oleh peneliti untuk menyusun “kit” atau panduan wawancara,
yang sekaligus dikembangkan dalam bentuk catatan lapangan (lihat Lampiran 1).

Perlu disampaikan bahwa untuk mengumpulkan informasi yang tuntas dan
relevan dengan fokus penelitian, dimungkinkan dilakukan pengembangan
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun. Hal demikian sejalan dengan
prinsip sampling yang harus dilakukan secara terus menerus dalam penelitian
kualitatif, yakni “mengambil keputusan apa yang akan diamatinya, siapa yang
akan diselidiki, kapan, di mana, dalam kondisi yang bagaimana?” (Nasution,
1988: 96). Berhubungan dengan itu maka “kit” sebagaimana dalam lampiran

dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi nara sumber dan situasi lapangan.
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F. Teknik Analisis Data.

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menjawab pertanyaan
penelitian. Untuk mencapai tujuan ini, menurut Effendi dan Manning
(Singarimbun dan Effendi, 1982: 213) dapat dilakukan dengan “menyederhanakan
data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi”. Dalam kaitan
ini maka analisis dapat dikatakan sebagai “proses penyusunan data agar dapat
ditafsirkan”, dan “menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, thema
atau kategori” (Nasution, 1988: 126). Dengan pengertian-pengertian tersebut
maka analisis data penelitian kebijakan sertifikasi pendidik bagi guru dalam
jabatan ini dimaksudkan sebagai tahapan penyusunan data dan informasi agar
dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelitian.

Data penelitian kualitatif memiliki karakteristik tertentu, yang diistilahkan
“soft”, yaitu kaya dengan deskripsi mengenai manusia, tempat dan konversasi,
serta tidak mudah dianalisis dengan prosedur statistik (Alsa, 2003: 30).
Sehubungan dengan itu, data yang kaya deskripsi tersebut diolah dengan analisis
intepretatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memberikan argumentasi-
argumentasi dan/atau  kritisi-kritisi ilmiah untuk mengintepretasikan data
penelitian (Nugroho, 2008: 516). Hal ini sejalan dengan pemikiran Creswell
(1994: 147) yang menyatakan bahwa *“qualitatif research is interpretative
research”. Artinya sejalan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu
pendekatan penelitian kualitatif maka sangat tepat untuk menggunakan analisis
interpretatif dalam penelitian tentang perumusan kebijakan sertifikasi pendidik

untuk guru dalam jabatan ini.
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Analisis interpretatif terhadap data dilakukan secara terus menerus
bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data sehingga dapat menghasilkan
kerangka pemahaman untuk membangun dan menguji konsep-konsep dan/atau
teori-teori dasar yang ditemukan. Sehubungan dengan itu, analisis data dalam
penelitian ini juga dapat disebut sebagai induksi analitis (Bogdan dan Biklen,
1982: 65) yakni * ... is an approach to collecting and analyzing data as well as a
way to develop theory and test it”. Sehubungan dengan siklus tersebut maka
sistematisasi analisis data dilakukan dengan menggunakan alur kerja seperti
dikemukakan oleh Miles and Huberman (1984: 21) yakni: “data reduction, data
display and conclusion drawing/verification” secara berkesinambungan. Reduksi
data dilakukan dengan menelaah kembali seluruh catatan dan rekaman data dan
informasi dari lapangan, untuk dipilah-pilah dan dipilih hal-hal pokok, yang
paling penting atau paling esensial berkenaan dengan fokus penelitian. Paparan
data dilakukan dengan melakukan kategorisasi atau pengelompokan data dan
informasi sesuai dengan kesamaan karakteristik, tema atau pola yang sejenis.
Berdasarkan karakteristik dan atau “keajegan” pola yang ada maka dapat ditarik
suatu kesimpulan tentang fenomena yang terjadi. Kesimpulan ini selalu
diverifikasi melalui berbagi sumberdata, sehingga verifikasi kesimpulan

berlangsung selama dan sesudah pengumpulan data.

G. Tingkat Kepercayaan Hasil Penelitian

Untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian kualitatif ini maka
digunakan teknik pemeriksaan atau pengujian dengan kriteria: (a) credibility, (b)

transferability, (c) dependability, dan (d) confirmability (Lincoln dan Guba dalam
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Robson, 1993: 403; Muhadjir, 1990: 151-166; Nasution, 1996: 114-124;

Moleong, 2001: 173; dan McMillan, 2008: 295-298).

(1) Kredibilitas
Kredibilitas atau derajat kepercayaan penelitian kualitatif berkenaan dengan
validitas internal, yakni akurasi identifikasi, ketepatan deskripsi dan analisis data,
serta kesimpulan. Untuk mencapai kredibilitas tersebut, Guba (Muhadjir, 1990:
153) mengetengahkan tiga teknik, yaitu: a) memperpanjang waktu tinggal dengan
subyek penelitian, b) observasi lebih tekun, dan c) menguji secara triangulasi.
Dalam penelitian kualitatif ini, berdasarkan pertimbangan kendala waktu, peneliti
bersandar pada teknik trianggulasi, yakni dengan menggunakan dua atau lebih
metode pengumpulan data (Cohen dan Manion, 1989: 269; Burns, 1990: 248;
Berg: 2007: 5; dan McMillan, 2008: 296). Dari beberapa pendapat tersebut maka
teknik triangulasi dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai teknik
pengumpulan data dan beragam sudut pandang dalam mengkaji suatu fenomena.
Menurut Janesick terdapat empat tipe dasar triangulasi (dalam Denzin dan
Lincoln, 1994: 214) yaitu:
a) data triangulation; the use of a variety of data sources in a study;
b) investigator triangulation: the use of several different researchers or
evaluators;
c) theory triangulation; the use of multiple perspectives to interpret a single
set of data; and

d) methodological triangulation; the use of multiple methods to study a
single problem.

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa triangulasi dapat dilakukan
dengan menggunakan beragam sumber data, peneliti atau penilai yang berbeda-
beda, berbagai perspektif untuk menginterpretasikan seperangkat data, dan

menggunakan berbagai metode penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu
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dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan melihat konsistensi data
dan/atau informasi dari beberapa narasumber, atau mengkaji kesesuaian data
dan/atau informasi dari dokumen dan narasumber. Dengan menggunakan
kombinasi beberapa metode dan sudut pandang tersebut maka peneliti dapat
memperoleh gambaran dari realitas yang lebih baik dan lebih substantif, dan
mendapatkan serangkaian fenomena-fenomena dan konsep-konsep teoritis yang

lebih kaya dan lebih lengkap.

(2) Transferabilitas

Transferabilitas atau keteralihan identik dengan validitas eksternal atau
generalabilitas dalam penelitian kuantitatif, yakni terkait dengan kemungkinan
pemberlakuan hasil penelitian pada kasus yang relatif sama. Pengertian ini sejalan
dengan konsep “a second decision span” yang digunakan Kennedy (Robson,
1996: 405) untuk menyebut transferabilitas yakni “... is concerned with applying
the findings about one situation or case to a second one which is considered to
sufficiently similar to the first to warrant that generalization”, yang dapat
diterjemahkan bahwa transferabilitas terkait dengan penerapan temuan-temuan
tentang suatu situasi atau kasus kepada situasi atau kasus lain, yang dipandang
cukup sama untuk menjamin generalisasi. Berdasarkan kedua pendapat di atas
dapat dinyatakan bahwa tranferabilitas merupakan kemungkinan hasil suatu
penelitian tentang situasi atau kasus tertentu untuk diterapkan pada setting yang
berlainan

Transferabilitas atau validitas eksternal dapat diperoleh dengan membuat
protokol yang rinci untuk pengumpulan data (Creswell, 1994: 158), dan

memberikan penjelasan yang sangat hati-hati dan terperinci tentang suatu temuan
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(Krathwohl, 1993: 350); sehingga prosedur dan hasil temuan dapat direplikasi
pada kasus dengan latar yang berbeda.

Menurut Krathwohl (1993: 350), validitas eksternal * ... is almost entirely
the result of the conceptual evidence and involves a conceptual leap to other
situations”, yang berarti bahwa validitas eksternal hampir sepenuhnya merupakan
hasil dari bukti konseptual dan melibatkan lompatan konseptual ke berbagai
situasi lain. Adapun lIsaac dan Michael (1997: 223) mengemukakan bahwa
“tranferabilitas merupakan suatu temuan yang memberikan kepercayaan terhadap
nilai temuan tersebut dan bermanfaat sebagai suatu kontribusi keilmuan”. Dengan
demikian transferabilitas lebih merupakan permasalahan konseptual terkait
dengan manfaat temuan dan sumbangannya terhadap pengembangan teori atau
ilmu yang relevan. Sehubungan dengan itu dalam penelitian kualitatif ini
transferabilitas diwujudkan dalam hipotesis kerja disertai deskripsi yang terkait
dengan konteks dan waktu, yang secara logik dapat diterima untuk membangun

teori yang relevan.

(3) Dependabilitas

Konsep dependabilitas sejajar dengan pengertian reliabilitas dalam
penelitian kuantitatif yang merupakan dasar untuk validitas, dan diperlukan
sebagai syarat mencapai kredibilitas penelitian. Pemikiran ini berdasarkan
pendapat Robson (1996: 405) sebagai berikut.

“Dependability is analogous to realibility. Just as reliability is a necessary,
though not sufficient, condition for validity, so that a study that is valid must
needs be reliable, then dependability is necessary, though not sufficient, for
credibility”.

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa “kebergantungan” analog dengan

reliabilitas. Meskipun tidak cukup, reliabilitas merupakan syarat untuk
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menciptakan validitas; maka suatu penelitian yang valid harus dapat dipercaya
(reliable), sehingga meskipun tidak cukup, dependabilitas merupakan syarat untuk
mencapai kredibilitas. Sementara itu menurut Goetz and LeCompte (1984: 211),
“Reliability refers to the extent to which studies can be replicated”, yang berarti
bahwa reliabilitas merujuk kepada sejauh mana kemungkinan untuk mereplikasi
suatu penelitian. Artinya reliabilitas penelitian merujuk kepada kemampuan hasil
penelitian untuk diulang kembali. Reliabilitas berdasarkan dua asumsi, yakni:
kajian dapat diulangi; dan dua atau lebih orang dapat mempunyai interpretasi yang
sama apabila menggunakan kategori dan prosedur yang sama (Burns, 1990: 245).

Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas atau tingkat kepercayaan hasil
penelitian pada dasarnya bergantung atau terkait langsung dengan konteks dan
waktu, sehingga penelitian ini lebih mementingkan proses yang jelas, sistematik,
dan dokumentasi yang cermat untuk menghindari bias. Lincoln dan Guba (Isaac
dan Michael, 1997: 223) menyarankan untuk menjawab tuntutan kebergantungan
ini, yakni:

“First, is the method of overlap, a variation of triangulation, where the

investigator comes at the problem from different angles to determine wheter or
not the original findings hold up. Second, is an abbreviated version of the audit

where an outside person examines both the process and the product of a
particurlar inquiry, including the accuracy and the integrity of the data”.

Dari pendapat tersebut dapat diungkapkan bahwa kebergantungan dapat
diperolen melalui dua cara, yakni: pertama, melaui metode campuran, variasi
triangluasi, dimana peneliti mengkaji suatu permasalahan dari berbagai sudut
pandang yang berbeda untuk mengentahui apakah temuan-temuan awal tetap
bertahan. Kedua, sebagai versi singkat audit dimana satu orang luar menguji

proses dan produk dari inkuiri khusus, termasuk ketelitian dan integritas data.
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Sehubungan dengan itu dalam penelitian ini, kebergantungan terhadap konteks
dan waktu tersebut dikontrol melalui triangulasi dan audit inkuri (mencakup
proses dan produk data) sehingga transparansi, kejujuran dalam proses
pengumpulan  data, dan ketepatan pengambilan  kesimpulan  dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini tim promotor dapat dipandang sebagai

auditor yang dimaksud.

(4) Konfirmabilitas

Konfirmabilitas terkait dengan obyektivitas, yang dalam penelitian kualitatif
merujuk kepada kepastian bahwa data penelitian bersifat faktual, sesuai dengan
konteks (situasi dan kondisi) nyata di lapangan. Konfirmabilitas melibatkan audit
inkuiri dalam skala penuh dimana pemeriksa setuju untuk memeriksa seluruh
sekuen Kkegiatan penelitian dari awal sampai selesai dengan mengecek,
merekonstruksi, dan menilai “jejak audit” (audit trail) berbagai data dan catatan,
termasuk sifat dan kecukupan dari seluruh proses audit. Tujuan dari pengujian
secara komprehensif tersebut adalah untuk mengetahui akurasi informasi, dan
kecukupan penelitian (Isaac dan Michael, 1997: 223); dan juga menilai kecukupan
proses, serta apakah temuan-temuan mengalir dari data (Robson, 1996: 406).
Lebih lanjut dikemukakan oleh Robson bahwa untuk melakukan audit trail
diperlukan beragam kategori informasi antara lain:

a. Raw data - field notes, documents, tapes, etc.;

b. processed data and analysis products — write-ups, summaries, etc.;

c. data reconstruction and synthesis products — codes, patterns, matrices,
etc. and final report;

d. process notes — procedures, designs, strategies, etc.;

e. materials relating to intentions and dispositions — original proposal,
personal notes, intentions, expectations, etc.; and

f. instrument development information — pilot forms, schedules,
observation formats, etc.”
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Material-material tersebut merupakan bahan yang diperlukan untuk
melakukan audit trail. Audit trail ini dilakukan oleh seorang auditor atau reviewer
untuk menentukan auditabilitas penelitian, dengan melakukan penilaian terhadap
komprehensifitas, kemanfaatan, dan kaitan antara data dan analisis dengan tujuan
penelitian tersebut. Menurut McMillan dan Schumacher, 2001: 413), “Frequently,
there is no one avaliable who can serve as the outside reviewer because such a
reviewer must be knowledgeable about both the methodology and the topic”. Jadi
seringkali tak seorang pun tersedia sebagai reviewer (auditor) karena diperlukan
orang yang menguasai metodologi dan substansi penelitian yang dimaksud. Selain
itu ketersediaan waktu dari auditor juga seringkali menjadi kendala. Sehubungan
dengan itu untuk menjamin konfirmabilitas dari penelitian ini digunakan strategi
triangulasi dan pencatatan seluruh proses penelitian dan data secara cermat.
Sehingga sidang pembaca dapat mengetahui seluruh proses penelitian, data yang
ditemukan, dan analisis serta kesimpulannya sejalan dengan tujuan penelitian

yang telah ditetapkan.
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